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1.1

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban
menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali
dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan
pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk
pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode
satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai
kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka
menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara
umum mempunyai nilai penting, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;

2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD
dan/atau lintas OPD;

3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;

Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;

5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk
memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 ini berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 dan memperhatikan RPJMD
Provinsi Jawa Tengah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini
juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai sebelumnya, isu-
isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergi antar
sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif
dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten. Adapun tema pembangunan
tahun 2020 sebagaimana RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 adalah “
Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Menuju
Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”

B




Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang
Tahun 2020

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dilaksanakan melalui
pendekatan:

1) Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas
dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukan oleh konsistensi
Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang
tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2) Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-
kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa dan
Kecamatan. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil prioritas
usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak
Musrenbang Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada Bulan April 2019.

3) Teknokratik, vyaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan
pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran
dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan.

4) Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-
kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukan
diakomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Rembang.

5) Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat
untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah
dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,
melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

6) Sosio-kultural, yaitu pendekatan yang memperhatikan aspek budaya daerah di
Kabupaten Rembang dan nilai-nilai kearifan lokal.

7) Kompetitif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan metode
seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan
melalui beberapa tahapan seleksi.

Selain hal di atas, RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 juga
memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, yaitu:

1) Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi
pendekatan Pentahelix — ABCGM (Academic, Business, Community, Government,
and Media);

2) Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD Provinsi, APBD
Kabupaten, Dana Masyarakat/umat, dan CSR;

3) Penerapan Dynamic  Government sebagai inovasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

4) Pendekatan Spasial melalui Wilayah Pengembangan;

5) Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi
Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan
RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:




13

1) Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 dengan berpedoman
kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada
baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten Rembang.

2) Penyusunan Rancangan RKPD dilakukan melalui tahapan-tahapan mulai dari
tahapan awal yang terdiri dari Musrenbang Desa/Kecamatan, Konsultasi Publik,
Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah dan pembahasan dalam Forum
Perangkat Daerah. Selanjutnya draft rancangan RKPD dibahas secara intensif
melalui rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan, penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD serta Musrenbang Kabupaten.

3) Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, melalui
tahapan pembahasan Prioritas Pembangunan sampai dengan program dan
kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Rembang, Perangkat Daerah (desk trilateral
meeting) pada rangkaian Musrenbang Kabupaten, dan memperhatikan pokok-
pokok pikiran dari DPRD Kabupaten Rembang serta pendapat dari kalangan
perguruan tinggi, dunia usaha dan komunitas.

4) Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang berpijak
kepada Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020, hasil Pra
Musrenbang Nasional dan Musrenbang Nasional, Pra Musrenbang Provinsi dan
Musrenbang Provinsi, Musrenbang Kabupaten serta verifikasi akhir program dan
kegiatan prioritas untuk kemudian diterbitkan dalam Peraturan Bupati tentang
RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020.

Prinsip Penyusunan RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip
sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten merupakan satu kesatuan dalam
sistem perencanaan pembangunan daerah;

3. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing;

4. Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang
dengan rencana pembangunan daerah;

5. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan
nasional;

6. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan;




14

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (specific),
terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan
ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi
waktu (times), yang disingkat SMART.

Guna meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan sumber daya secara

optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 didukung
oleh sistem dan skema proses melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai
salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan
akuntabel, diantaranya melalui Sistem e-Planning dan pelaksanaan rangkaian
Musrenbang, untuk fokus prioritas kegiatan yang disusun berdasarkan kontribusinya
terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (Money Follow Program).

Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun berdasarkan ketententuan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peratuan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimum;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Junto Permendagri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang PUG di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Angaran Daerah Tahunan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang SIPD;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2019 tentang penyusunan
rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2018;

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RPJPD
Provisi Jawa Tengah tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD
Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 -
2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011 —2031;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

26. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 tanggal 27
Desember 2018 perihal Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta
Pedoman Penyelenggaraan Musrenbag RKPD Tahun 2020.

Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional (SPPN) yang berarti bahwa RKPD Kabupaten mempunyai relevansi dengan
dokumen perencanaan lain seperti RPJMD, RKPD Provinsi dan RKP. RKPD Kabupaten
Rembang Tahun 2020 disusun dengan mengacu RPJMD Kabupaten Rembang Tahun
2016-2021, terutama pada tema pembangunan jangka menengah tahun kelima.
Sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021,
arah kebijakanpada tahun 2020 diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi
ke-2 daerah yaitu “Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan
kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta
terjaminnya kelestarian lingkungan hidup”, dan Misi ke-7 daerah yaitu “Mewujudkan
kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan
perikanan”.

Pada tahap ini, pembangunan difokuskan untuk mewujudkan kemandirian
ekonomi daerah yang didukung oleh peningkatan sektor pertanian, perindutrian dan
perdagangan yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menciptakan
kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat yang bermuara pada penurunan




angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Rembang, pemenuhan infrastuktur yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan dasar terutama warga miskin, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang
berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman
kepada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025, arah
kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2020, dan RTRW Kabupaten Rembang.
Dokumen RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 merupakan acuan pelaksanaan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020, yang terdiri atas Kebijakan Umum
APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan
secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DPA
Perangkat Daerah (PD).

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RKPD

Sumber : UU Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang

1.6

Keuangan Negara

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Rembang Tahun
2020 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah pada Tahun 2020. Adapun tujuan penyusunan RKPD
Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Rembang;
b. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat
pemerintahan;
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Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan
komunitas;

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.

1.7 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2020 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

VI.

VII.

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen
RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2018 serta
permasalahan pembangunan daerah.

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan
dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi
permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi
daerah beserta kerangka pendanaan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun
rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana
program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan
untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada
akhir tahun perencanaan.

PENUTUP




BAB 11
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Jawa Tengah
dan terletak di Pantai Utara Jawa Tengah. Kabupaten Rembang berbatasan dengan
beberapa kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Batas-batas wilayah
Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Blora

Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur

Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 ha terbagi menjadi 14 kecamatan, 287
desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan
Sale (10.715 ha) dan yang terkecil adalah Kecamatan Sluke (3.759 ha). Data wilayah
administratif menurut kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat pada
Tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Wilayah Administratif Menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Banyaknya Luas Wilayah
No Kecamatan Kelurahan/Desa (ha) (%) thd total
1 | Sumber 18 7.673 7,57
2 | Bulu 16 10.240 10,10
3 Gunem 16 8.020 7,91
4 | Sale 15 10.715 10,57
5 | Sarang 23 9.133 9,01
6 | Sedan 21 7.964 7,85
7 Pamotan 23 8.156 8,04
8 | Sulang 21 8.454 8,34
9 | Kaliori 23 6.150 6,06
10 | Rembang 34 5.881 5,80
11 | Pancur 23 4,593 4,53
12 | Kragan 27 6.166 6,08
13 | Sluke 14 3.759 3,71
14 | Lasem 20 4.504 4,44
Jumlah 294 101.408 100

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2019

N | KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020



Peta batas administrasi Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Gambar berikut ini:
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Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang

Secara astronomis, Kabupaten Rembang terbentang pada garis koordinat 111° 00'-
111° 30' Bujur Timur dan 6° 30'-7° 6' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 101.408
ha yang dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara dan Pegunungan Kendeng Utara di sebelah
selatan.

Letak geografis Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Provinsi
Jawa Timur, mempunyai nilai strategis sebagai gerbang masuk dari sisi timur Provinsi Jawa
Tengah, terutama pada wilayah Kecamatan Sarang dan Kecamatan Sale. Bagian selatan
wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur
Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 mdpl). Sedangkan sebagian wilayah utara,
terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 mdpl). Kawasan
tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan Hutan Lindung
Gunung Lasem.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa
Tengah juga menetapkan Kabupaten Rembang sebagai Kawasan Banglor (Kawasan
Rembang-Blora). Arah pengembangan wilayah Banglor difokuskan sebagai PKW dengan
kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama. Sedangkan wiayah PKL Banglor meliputi
kawasan perkotaan Rembang, Lasem dan Blora. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan
adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, pariwisata, perhubungan,
pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peernakan. Memperhatikan

I¢p | KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020



potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa
Tengah kedepan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor
adalah “Pengembangan wilayah Banglor berbasis perindustrian dan agroforestry yang
didukung pariwisata terpadu dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan”.
a. Topografi

Secara topografis, Kabupaten Rembang memiliki karakteristik wilayah yang
bervariasi meliputi daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan.
Wilayah Kabupaten Rembang 11,81% terletak pada ketinggian 0—7 meter dpl, ketinggian 8 -
100 m dpl sebesar 56,83%, ketinggian 101- 500 m dpl sebesar 28,29% dan ketinggian lebih
dari 500 meter dpl sebesar 3,07%.

Tabel 2.2
Luas Tanah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut di Kabupaten Rembang
No Kecamatan 0-7m 8-100 m 101-500 m >500 m Jumlah
1 Sumber - 7.443 230 - 7.673
2 Bulu - 3.768 6.472 - 10.240
3 Gunem - 2.813 5.207 - 8.020
4 Sale - 727 9.987 - 10.714
5 Sarang 4.040 5.093 - - 9.133
6 Sedan - 4,197 1.112 2.655 7.964
7 Pamotan - 7.448 708 - 8.156
8 Sulang - 8.263 191 - 8.454
9 Kaliori 2.592 3.558 - - 6.150
10 | Rembang 2.225 3.656 - - 5.881
11 | Pancur - 3.274 1.010 310 4.594
12 | Kragan 1.657 3.224 1.260 25 6.166
13 | Sluke 206 2.144 1.324 85 3.759
14 | Lasem 1.253 2.027 1.187 37 4.504
Jumlah 11.973 57.635 28.688 3.112 101.408

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018

Berdasarkan tingkat kemiringan, Kabupaten Rembang mempunyai kemiringan yang
beragam yaitu 0-2%, 3-15%, 16-40% dan > 40%. Sebagian besar kemiringan tanah di
Kabupaten Rembang adalah datar (0-2%) seluas 46.367 Ha. Kemiringan tanah datar (0-2%)
terbanyak terdapat di Kecamatan Kaliori seluas 6.150 Ha, Kecamatan Rembang seluas 5.881
Ha, dan Kecamatan Sulang seluas 5.663 Ha. Kecamatan yang memiliki wilayah pada
kemiringan tanah beragam adalah Kecamatan Bulu, Gunem, Sale, Sedan, Pancur, Kragan,
Sluke, dan Lasem. Kecamatan Sale seluas 10.741 Ha, berada pada kemiringan (0-2%) sebesar
2.343 Ha, kemiringan (3-15%) sebesar 6.200 Ha, kemiringan 16-40% sebesar 1.946 Ha, dan
kemiringan (> 40%) sebesar 225 Ha. Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Rembang hanya
berada pada kemiringan datar (0-2%) masing-masing seluas 6.150 Ha dan 5.881 Ha. Berikut
luas tanah menurut kemiringan tanah di Kabupaten Rembang.

Tabel 2.3
Luas Tanah Menurut Kelerengan Lahan di Kabupaten Rembang (Ha)

Tipe Kelerangan Lahan
N K lah
° ecamatan 0-2% 3-15% 16-40% | >40% Jumia
1 Sumber 3.168 4.454 51 0 7.673
2 Bulu 1.054 4.906 3.998 282 10.240
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Tipe Kelerangan Lahan

No Kecamatan 02% ;15 % g 16-40 % S20% Jumlah
3 | Gunem 417 5.310 1.609 684 8.020
4 | Sale 2.343 6.200 1.946 225 10.714
5 Sarang 4.940 3.819 374 0 9.133
6 | Sedan 2.843 3.012 1.382 727 7.964
7 | Pamotan 5.226 2.771 159 0 8.156
8 | Sulang 5.663 2.730 61 0 8.454
9 | Kaliori 6.150 0 0 0 6.150
10 | Rembang 5.881 0 0 0 5.881
11 | Pancur 1.692 730 1.369 803 4.594
12 | Kragan 3.429 1.266 702 769 6.166
13 | Sluke 1.014 683 1.445 617 3.759
14 | Lasem 2.547 466 874 617 4.504

Jumlah 46.367 36.347 13.970 4.724 101.408

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2019
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Sumber: Analisis Penyusun, 2019

Gambar 2.2
Peta Kelerengan Lahan Kabupaten Rembang

b. Jenis Tanah

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang
relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan
wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah
Kabupaten Rembang meliputi:
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1. Alluvial

Merupakan tanah yang beraneka ragam sifatnya dengan warna kelabu dan cokelat
hitam, tidak peka terhadap erosi, serta mempunyai produktivitas yang rendah sampai
tinggi. Biasanya digunakan untuk lahan tanah pertanian dan permukiman. Tanah Aluvial
berada di sebagian besar Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kragan
dan sebagian kecil Kecamatan Sale.

2. Regosol
Merupakan tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, cokelat kekuning-
kuningan, dan cokelat kelabu. Tanah ini sangat peka terhadap erosi. Digunakan terutama
untuk lahan perkebunan. Tanah regosol berada di sebagian kecil terdapat di Kecamatan
Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan.

3. Grumosol
Merupakan tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari
rendah sampai sedang, serta peka terhadap erosi. Biasanya digunakan untuk tanah
pertanian dan perkebunan. Tanah grumoso berada sebagian besar di Kecamatan Sale,
Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan,
Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Sumber. Selain itu, terdapat sebagian kecil di
Kecamatan Bulu, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sedan, dan Kecamatan Gunem.

4. Mediteran Merah Kuning
Merupakan tanah vyang agak netral berwarna merah sampai cokelat dengan
produktivitas sedang sampai tinggi dan agak peka terhadap erosi. Digunakan untuk tanah
sawah, tegalan, kebun buah, dan padang rumput. Tanah Mediteran merah kuning dan
regosol berada sebagian besar di Kecamatan Sale, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sedan,
Kecamatan Pamotan, dan Kecamatan Gunem. Kemudian terdapat juga jenis tanah
mediteran merah kuning dan gromosol yang terdapat di Kecamatan Sluke dan jenis
tanah mediteran merah kuning grumosol dan regosol di Kecamatan Sarang.

5. Andosol
Merupakan tanah yang bersifat subur dan cocok dijadikan lahan pertanian dan
perkebunan. Tanah andosol merupakan hasil dari aktivitas vulkanis gunung berapi, tanah
berwarna hitam, gembur, ringan, dan licin saat digenggam. Tanah andosol terdapat
sebagian besar di Kecamatan Sumber, Kecamatan Rembang, dan Lasem.
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Sumber: Analisis Penyusun, 2019
Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang

c. Geologi

Secara umum wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian, kecuali di
daerah pegunungan di sebelah timur yang termasuk pegunungan tandus. Wilayah yang
berbatasan dengan laut Jawa bagian Utara dan pegunungan bagian timur, memiliki beberapa
macam kondisi geologi. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Rembang (Kadar dan Sudijono,

1994), secara regional Kabupaten Rembang mempunyai urutan stratigrasi sebagai berikut:

1. Formasi Tawun (Tmt), terdiri dari batu lempung dengan sisipan batu gamping, batu pasir,
batu lanau, dan kalkarenit.

2. Formasi Ngrayong (Tmn), terdiri dari batu pasir, serpih, batu lempung, batu lanau, dan
sisipan-sisipan batu gamping. Pada formasi ini kadang-kadang terdapat sisipan batubara
dan lignit.

3. Formasi Bulu (Tmb), terdiri dari batu gamping berwarna putih keabu-abuan, kadang
berlapis dan pasiran, sering membentuk pelat-pelat (platy), dengan sisipan napal dan
batu pasir.

4. Formasi Wonocolo (Tmw), terdiri dari batu lempung gampingan dengan selingan tipis
batu gamping, batu pasir galukonit di lapisan bagian bawah, dan napal pasiran
bersisipkan kalkarenit.

5. Formasi Ledok (Tml), terdiri dari batu lempung abu-abu, napal, batu lanau gampingan
dengan sisipan-sisipan tipis batu gamping, kadang terdapat batu pasir glaukonit.

6. Formasi Mundu (Tmpm), terdiri dari napal masif berwarna abu-abu keputihan, kaya akan
foraminifera plankton.

7. Anggota Selorejo Formasi Lidah (QTps), terdiri dari selang-seling lapisan tipis batu
gamping dengan kalkarenit yang kaya akan foraminifera plankton.
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8. Formasi Lidah (QTpl) terdiri dari batu lempung abu-abu dan batu lempung hitam dengan
sisipan batu pasir yang mengandung moluska.

9. Formasi Paciran (QTpp), terdiri dari batu gamping masif dengan permukaan berbentuk
karena yang terjadi karena pengaruh pelapukan.

b i w1 ST
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Sumber: Analisis Penyusun, 2019
Gambar 2.4.
Peta Struktur Geologi Kabupaten Rembang

Melihat  komosisi  struktur  geologinya, Kabupaten Rembang memiliki
endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit,
Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah
Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan
galian.

d. Hidrologi

Keadaan hidrologi pada Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh sumber air yang
berasal dari permukaan (surface water) dan air tanah. Kondisi hidrologi di Kabupaten
Rembang sebagai berikut :
1)  Air Permukaan

Kondisi Kondisi air permukaan di Kabupaten Rembang sangat bergantung pada curah
hujan. Untuk mengurangi run off air dari hulu ke hilir selain mengandalkan sungai, di Kabupaten
Rembang juga banyak dibangun embung dan waduk. Embung yang dimanfaatkan sebagai
sumber air bersih yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Jatimudo dan Embung
Grawan. Di samping itu ada embung yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih yaitu
Embung Panohan. Disamping kelima embung besar tersebut banyak dibangun embung-embung
di desa untuk memenuhi kebutuhan air irigasi petani.

Sementara itu, Kabupaten Rembang termasuk dalam dua wilayah sungai yaitu Bengawan

Solo dan Jratun Seluna. Wilayah sungai Bengawan Solo hanya mencakup sebagian kecil wilayah
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di Kabupaten Rembang di sekitar Kecamatan Sale. Sebagian besar wilayah di Kabupaten
Rembang termasuk dalam wilayah sungai Jratun Seluna. Terdapat beberapa sungai besar di WS
Jratun Seluna, meliputi : sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang,
Sudo dan Sungai Patiyan. Berdasarkan data dari Balai PSDA Seluna, seluruhnya terdapat 26
sungai yang termasuk dalam WS Jratun Seluna selengkapnya sebagaimana tabel di bawah ini.
Kondisi debit sungai di Kabupaten Rembang hampir semuanya mengering di saat musim
kemarau dan terjadi banjir apabila musim penghujan. Hal tersbut disebabkan pendayagunaan
sumber daya air permukaan belum dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Penanganan
sungai terbentur pada belum jelasnya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat,

Propinsi dan Daerah.

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai dalam WS Jratunseluna di Kabupaten Rembang
Luas . .
No Nama DAS DAS Nama Sungai Panj.ang Nama W|Izj1yah Lokasi Muara Lokasi Hulu
Sungai (km) Sungai
(km?)
1 DAS Wangon 52,10 S.Wangon 18,64 Jratunseluna Ds.Bajingjowo, Peg.Kapur Utara
Kec.Sarang, (Sarang) Rembang
Kab.Rembang
2 DAS Belitung 100,30 S.Ngepang 25,83 Jratunseluna Ds.Sendangmulyo, Peg.Kapur Utara
/Ngepang Kec.Sarang, (Sedan,Sarang)
Kab.Rembang Rembang
3 DAS Kesambi 60,94 S.Ceper 24,53 Jratunseluna Ds.Sendangmulyo, G.Lasem
Kec.Sarang,
Kab.Rembang
4 DAS Kidul 29,30 S.Kidul 11,66 Jratunseluna Ds.Tegalmulyo, G.Lasem
Kec.Kragan,
Kab.Rembang
5 DAS Kresak 11,65 S.Kresak 8,13 Jratunseluna Ds.Woro, Kec.Kragan, G.Lasem
Kab.Rembang
6 DAS Kepel 8,39 S.Kepel 7,54 Jratunseluna Ds.Labuhan Kidul, G.Lasem
Kec.Sluke,
Kab.Rembang
7 DAS Randualas 3,18 S.Randualas 3,10 Jratunseluna Ds.Sendangmulyo, G.Lasem
Kec.Sluke,
Kab.Rembang
8 DAS Grasak 2,92 S.Grasak 3,38 Jratunseluna Ds.Blimbing, Kec.Sluke, G.Lasem
Kab.Rembang
9 DAS Sanduk 2,75 S.Sanduk 4,58 Jratunseluna Ds.Mangar, Kec.Sluke, G.Lasem
Kab.Rembang
10 DAS Dalananyar 1,95 S.Dalananyar 5,28 Jratunseluna Ds.Jatisari, Kec.Sluke, Rakitan Sluke
Kab.Rembang Rembang
11 DAS Jatisari 1,14 S.Jatisari 2,85 Jratunseluna Ds.Jatisari, Kec.Sluke, G.Lasem
Kab.Rembang
12 DAS Banu 1,60 S.Banu 3,38 Jratunseluna Ds.Jatisari, Kec.Sluke, G.Lasem
Kab.Rembang
13 DAS Kladen 14,19 S.Klaten 6,71 Jratunseluna Ds.Sluke, Kec.Sluke, G.Lasem
Kab.Rembang
14 DAS Bonang / 5,85 S.Malang 5,43 Jratunseluna Ds.Trahan, Kec.Sluke, G.Lasem
Nyamplung Kab.Rembang
15 DAS Dukoh 6,16 S.Leran 5,90 Jratunseluna Ds.Leran, Kec.Sluke, G.Lasem
Kab.Rembang
16 DAS Bonang 6,17 S.Bonang 7,22 Jratunseluna Ds.Bonang, Kec.Lasem, G.Lasem
Kab.Rembang
17 DAS Keris 23,80 S.Tasiksono 16,47 Jratunseluna Ds.Tasiksono, G.Lasem
Kec.Lasem,
Kab.Rembang
18 DAS Lasem 229,85 S.Lasem 39,09 Jratunseluna Ds.Gedungmulyo, G.Lasem &
Kec.Lasem, Peg.Kapur Utara
Kab.Rembang (Bulu,Gunem. Sale)
Rembang
19 DAS Kiringan 15,94 S.Kiringan 7,76 Jratunseluna Ds.Kasreman, Ketangi, Pamotan,
Kec.Lasem, Rembang

Kab.Rembang
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No Nama DAS Luas Nama Sungai Panjang Nama Wilayah Lokasi Muara Lokasi Hulu
20 | DASJambangan 17,30 S.Jambangan 7,49 Jratunseluna Ds.Tritunggal, Kerep, Sulang,
Kec.Rembang, Rembang
Kab.Rembang
21 DAS Panggang 12,49 S.Panggang 7,90 Jratunseluna Ds.Tireman, Kerep, Sulang,
Kec.Rembang, Rembang
Kab.Rembang
22 | DAS Sambung 10,61 S.Sambung 5,42 Jratunseluna Ds.Kabongan Lor, Turusgede,
Kec.Rembang, Rembang
Kab.Rembang
23 DAS Karanggeng 134,14 S.Karanggeneng 48,17 Jratunseluna Ds.Tanjungsari, Peg.Kapur Utara
Kec.Rembang, (Bulu)
Kab.Rembang Kab.Rembang
24 DAS Babadan 57,04 S.Pujon 17,87 Jratunseluna Ds.Bogoharijo, Peg.Kapur Utara
Kec.Kaliori, (Bulu)
Kab.Rembang
25 DAS Anyar 37,20 S.Pang 11,50 Jratunseluna Ds.Tasikharjo, Bogorejo, Sumber,
Kec.Kaliori, Rembang
Kab.Rembang
26 | DAS 136,67 S.Randugunting 47,37 Jratunseluna Ds.Tunggulsari, Peg.Kapur Utara
Randugunting Kec.Kaliori, (Japah) Kab.Blora
Kab.Rembang
Sumber : Balai PSDA Seluna, 2019
||_. e v

Sumber: Analisis Penyusun, 2019
Gambar 2.5.
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rembang

2)  Air Bawah Tanah

Air bawah tanah di Kabupaten Rembang berada di lokasi Akuifer, dimana akuifer
adalah formasi geologi atau grup formasi yang mengandung air dan secara signifikan mampu
mengalirkan air melalui kondisi alaminya. Akuifer yang ada di Kabupaten Rembang meliputi
akuifer dangkal, akuifer produktivitas tinggi, akuifer produktivitas sedang, akuifer
produktivitas kecil, akuifer produktivitas setempat dan daerah air tanah langka.

RKPD
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Tabel 2.5

Hidrogeologi Kabupaten Rembang

No Jenis Akuifer Lokasi
1 Akuifer dangkal dengan Sebagian besar di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang,
produktivitas sedang Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan,
Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Sedan
2 Akuifer dengan produktivitas Sebagian kecil di Kecamatan Sale
tinggi
3 Akuifer dengan produktivitas Kecamatan Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan
sedang Sedan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Pamotan
5 Akuifer produktif terdapat Sebagian besar di Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan,
setempat Kecamatan Sedan, Kecamatan Pancur, Kecamatan Lasem
6 Akuifer dengan produktivitas Sebagian besar di Kecamatan Sumber, Sulang, Rembang. Sebagian
kecil kecil di Kecamatan Kaliori, Pamotan, Gunem, Bulu, Sale, Pamotan,
Pancur, Sedan, Kragan, Sarang
7 Daerah air tanah langka Sebagian kecil di Kecamatan Sarang

Sumber: Analisis Penyusun, 2019
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Gambar 2.6.
Peta Hidrogeologi Kabupaten Rembang

Dari kondisi hidrogeologi tersebut, Kabupaten Rembang mempunyai tiga Cekungan
Air Tanah (CAT) yaitu CAT Lasem, CAT Pati-Rembang dan CAT Watuputih. Cekungan air tanah
merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian
hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
Cekungan air tanah tersebut mendukung cadangan air baku di Kabupaten Rembang namun
penggunaan air tanah harus dilakukan secara bijak dengan mempertimbangkan kelestarian
aquifer air tanah. Lokasi cekungan air tanah di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada peta
berikut.
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Sumber: Analisis Penyusun, 2019

Kedalaman air tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar berada pada lebih dari
90 cm. Sedangkan untuk kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, dan Kecamatan Kragan cukup
bervariasi yaitu berada pada 30 — 60 cm dan 60 — 90 cm. Potensi sumber air tanah di
Kabupaten Rembang bila diusahakan dapat bermanfaat untuk sumber air minum maupun
pengairan. Di Kabupaten Rembang, terdapat banyak sumber-sumber mata air. Beberapa

Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Rembang

Gambar 2.7.

sumber air tanah dan pemanfaatannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pemanfaatan Sumber-Sumber Mata Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018
No Nama Sumber Lokasi Debit oo T
Mata Air Desa Kecamatan (It/detik)
1 Brubul Pamotan Pamotan 5 Irigasi Berfungsi
2 Mudal Pamotan Pamotan 80 Air minum 50 It/dtk PDAM & 20
dan irigasi It/dtk irigasi

3 Klongko Bangunrejo Pamotan 8 Irigasi Berfungsi

4 Pragen Pragen Pamotan 12 Irigasi Kering saat kemarau
5 Dowan Dowan Gunem 12 Irigasi Kering saat kemarau
6 Nglondro Suntri Gunem 11 Irigasi Berfungsi

7 Kajar Kajar Gunem 6 Air minum Berfungsi

8 Suruhan Trembers Gunem 8 Irigasi Berfungsi

9 Taban Sidomulyo Gunem 6 Irigasi Kering saat kemarau
10 Pasucen Pasucen Gunem 7 Irigasi Kering saat kemarau
11 | Soco Sendang Mulyo | Gunem 7 Air minum Berfungsi

12 | Pacing Pacing Sedan 6 Irigasi Berfungsi

13 | Kedunglingi Lemah Putih Sedan 10 Air minum Berfungsi

14 | Bendo Bendo Sluke 15 Air minum Kering saat kemarau
15 | Bulan Sanetan Sluke 7 Irigasi Kering saat kemarau
16 | Gebang Labuhan Sluke 25 Irigasi Kering saat kemarau

RKPD
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No Nama Sumber Lokasi Debit P EE TR
Mata Air Desa Kecamatan (It/detik)

17 | Mrican Bendo Sluke 6 Irigasi Kering saat kemarau
1. Macan Bendo Sluke 6 Irigasi Kering saat kemarau
2. Dur Sumber Bendo Sluke 7 Air minum Kering saat kemarau
3 Semen Gading Sale 557 Air minum & 80 It/dtk PDAM & 477

irigasi It/dtk irigasi
4, Brubulan Tahunan Sale 150 Irigasi Berfungsi
5. Kemloko Kerep Tengger Sale 20 Irigasi Berfungsi
6. Watu Lawang Woro Kragan 5 Irigasi Kering saat kemarau
7. Rambut Bntung Tawangrejo Sarang 5 Irigasi Berfungsi
8. Kajar Kajar Salem 9 Irigasi Berfungsi
9. Kajar Pasedan Bulu 30 Air minum Berfungsi
10. Dong Bulu Pasedan Bulu 10 Air minum Berfungsi
11. Kalisodo Pasedan Bulu 9 Irigasi Kering saat kemarau
12. Gondang Pasedan Bulu 15 Irigasi Kering saat kemarau
13. | Taban Bulu Bulu 8 Irigasi Kering saat kemarau
14. Gayam Bulu Bulu 10 Irigasi Kering saat kemarau
15. Mudal Bulu Bulu 20 Irigasi Kering saat kemarau
16. Ngluncan Bulu Bulu 5 Irigasi Kering saat kemarau
17. Kebon Mantingan Bulu 10 Air minum Berfungsi
18. Dawe Mantingan Bulu 6 Irigasi Kering saat kemarau
19. Dokoh Mantingan Bulu 5 Irigasi Kering saat kemarau
20. Milikerep Kadiwono Bulu 10 Irigasi Kering saat kemarau
21. Tlogo Karangasem Bulu 15 Irigasi Berfungsi
22. Gupit Cabean Bulu 10 Irigasi Kering saat kemarau
23. Senok Mlatirejo Bulu 12 Irigasi Kering saat kemarau
24. Candra Pinggan Bulu 8 Irigasi Kering saat kemarau
25. Cadang Pinggan Bulu 10 Irigasi Kering saat kemarau
26. Pinggan Pinggan Bulu 10 Irigasi Kering saat kemarau
27. Belik Kembar Sidowayah Pancur 5 Air minum Berfungsi
28. Ngroto Ngroto Pancur 7 Air minum Berfungsi
29. Druju Joho Gunung Pancur 15 Irigasi Berfungsi
30. Soco Kalitengah Pancur 10 Irigasi Kering saat kemarau
31. Kedung Ruah Warugunung Pancur 7 Irigasi Kering saat kemarau
32. Sumber Agung Sumberagung Pancur 5 - Belum dimanfaatkan

Sumber : DPU TARU, 2019

e.

mm/bulan.

Klimatologi

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu
terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 34°c, sehingga suhu
rata-rata di Kabupaten Rembang 27-34°C. di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata—
rata 550,57 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Februari Tahun 2018
yaitu sebanyak 115,6 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus 0.19
selengkapnya

sebagaimana tabel berikut.

Curah Hujan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Kabupaten Rembang memiliki

Tabel 2.7

curah hujan vyang

rendah,

No | Kecamatan Data Curah Hujan ( mm/hr)
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sep | Okt Nov Des

1 Sumber 5.55 10.86 7.03 2.37 2.77 0 0 0 0 0 1.9 3.32
2 Bulu 5.65 8.32 9.65 3.43 1.52 0.13 | 0.13 | 0.19 0.6 0.13 5.17 11.84
3 Gunem 5.81 9.61 7.52 2.47 1.65 0.13 0 0 0.1 0.39 3.4 8.61
4 Sale 4.48 11.68 8.45 3.33 2.42 0.6 0 0 0.63 | 0.29 6.53 7.94
5 | Sarang 3.06 7 4.68 1 0.81 0.97 0 0 0 0 2.53 10.94
6 | Sedan 6.87 6.5 4.58 2.4 0.81 | 0.97 0 0 0.47 0 5.03 8.39

ND)
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Data Curah Hujan ( mm/hr)
No | Kecamatan - A 5 =
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sep | Okt Nov Des
7 Pamotan 9.16 11.46 5.97 2.57 1.26 1.57 0 0 0.53 | 0.48 4.83 8.84
8 Sulang 7.1 10.14 8.1 4.63 3.65 0.3 0 0 0.27 | 0.06 6.5 6.71
9 Kaliori 9.1 5.32 2.77 5.07 2.26 0 0 0 2.77 0 3.3 3.61
10 | Rembang 6.74 8.07 6.1 1.6 0.77 0.4 0 0 0 0 6.97 4.71
11 | Pancur 5.81 5.64 4.45 3.03 0.84 1.07 0 0 0 0.97 4.03 8.71
12 | Kragan 4.16 5.39 4.74 2.13 1.13 0.37 | 0.32 0 1.17 | 0.52 4.47 5.61
13 | Sluke 2.71 7.18 11.94 1.77 1.32 0.4 0 0 0 0 5.4 10.61
14 | Lasem 7.74 8.43 5.77 4.47 2 1.07 0 0 0.27 | 1.45 7.53 8.65
Jumlah 83.94 115.60 91.75 40.27 | 23.21 | 7.98 | 0.45 | 0.19 | 6.81 | 4.29 | 67.59 | 108.49

Sumber : BPS, 2019

Y=y ==y

Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
Gambar 2.8
Peta Curah Hujan Kabupaten Rembang

f. Penggunaan Lahan

Mengingat karakteristik wilayah di Kabupaten Rembang yang sebagian besar datar
dengan kelerengan antara 0-2%, penggunaan lahan di Kabupaten Rembang di dominasi
kawasan budidaya seluas 96,73% dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan 3,27% kawasan
lindung. Kawasan Lindung di Kabupaten Rembang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan
lindung setempat dan kawasan suaka alam. Kawasan lindung setempat terbagi menjadi tiga
yaitu kawasan sekitar danau, kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai.
Sedangkan kawasan suaka alam berupa kawasan cagar alam gunung buthak di Kecamatan
Gunem. Kawasan lindung terluas berupa kawasan hutan lindung seluas 72,14%.

Sementara itu kawasan budidaya didominasi kawasan pertanian dengan luasan
mencapai 60,36 % dari luas seluruh kawasan budidaya. Peruntukan budidaya lainnya berupa
kawasan peruntukan permukiman, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri
dan kawasan perikanan. Selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Rembang dapat
dilihat pada Gambar berikut ini.
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Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Rembang

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan  wilayah di  Kabupaten @ Rembang dilakukan  dengan
mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing kecamatan. Secara umum
Kabupaten Rembang terbagi menjadi 3 karakteristik yaitu wilayah pesisir di sebelah Utara,
wilayah pegunungan di sebelah Selatan dan dataran rendah di bagian tengah. Sehingga
penggunaan lahan di Kabupaten Rembang juga diarahkan sesuai dengan karakteristik
wilayahnya dimana di bagian utara difokuskan untuk pengembangan kawasan perikanan,
permukiman, industri dan sebagian kecil pertanian. Di bagian tengah dikembangkan
kawasan pertanian, industri berbasis pertanian, permukiman dan perkebunan. Sedangkan di
bagian selatan berupa kawasan hutan, pertanian, kawasan pertambangan dan industri
berbasis pertanian dan pertambangan.

Sejalan dengan pengembangan wilayah tersebut, tujuan penataan ruang Kabupaten
Rembang pada Tahun 2011-2031 ditujukan untuk mewujudkan kawasan pantai unggulan
yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan
industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang
berwawasan lingkungan. Kabupaten Rembang yang berbatasan langsung dengan Propinsi
Jawa Timur juga merupakan pintu gerbang yang diharapkan dapat menjadi pusat
perekonomian Jawa Tengah bagian timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diutamakan
dapat memberdayakan masyarakat lokal, berbasis potensi lokal serta difokuskan pada
industri serta usaha yang berbasis desa. Selain itu peningkatan minat dan iklim investasi di
Kabupaten Rembang juga diperlukan untuk menambah kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kawasan budidaya di Kabupaten Rembang berdasarkan ketentuan pasal 21 Perda
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang
Tahun 2011-2031 terbagi menjadi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan
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peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan,

kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan

pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

kawasan peruntukan budidaya lainnya. Kawasan Budidaya mempunyai fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan

sumber daya buatan yang digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan

manusia. Pemanfaatan kawasan budidaya tersebut harus memperhatikan daya dukung dan

daya tampung lingkungan serta mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selengkapnya pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Rembang sebagai berkut:

(a). Kawasan peruntukan hutan produksi
Kawasan hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 1.801
Ha dan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 19.656 Ha. Kawasan hutan produksi
terbatas berlokasi di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale. Sementara itu kawasan
hutan produksi tetap berlokasi di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan
Lasem, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sedan,
Kecamatan Pamotan dan Kecamatan Sarang. Pengelolaan kawasan hutan produksi ini
terbagi dalam dua KPH yaitu KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo.

(b). Kawasan peruntukan hutan rakyat
Kawasan peruntukan hutan rakyat diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial
dan ekonomi. Di Kabupaten Rembang terdapat kawasan hutan rakyat seluas kurang
lebih 8.837 Ha yang berlokasi di Kecamatan Sumber, Kecamatan Sulang, Kecamatan
Bulu, Kecamatan Gunem, Kecamatan Sale, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sarang,
Kecamatan Kragan, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sluke dan
Kecamatan Pamotan.

(c). Kawasan peruntukan pertanian
Kawasan pertanian terbagi menjadi dua yaitu lahan basah seluas kurang lebih 29.702 Ha
dan lahan kering seluas kurang lebih 39.814 Ha yang tersebar di semua kecamatan di
Kabupaten Rembang. Untuk menjamin kedaulatan pangan maka seluas kurang lebih
37.339 Ha ditetapkan menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Untuk
meningkatkan kemandirian sektor pertanian ditetapkan kawasan strategis kabupaten
dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan agropolitan.

(d). Kawasan peruntukan perikanan
Kondisi Rembang yang berada di pesisir pantai menyebabkan sektor perikanan dan
kelautan begitu berkembang pesat. Kawasan peruntukan perikanan sendiri terbagi
menjadi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan
budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan
prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap berada di Perairan
Kecamatan Kaliori, Perairan Kecamatan Rembang, Perairan Kecamatan Lasem, Perairan
Kecamatan Sluke, Perairan Kecamatan Kragan dan Perairan Kecamatan Sarang. Sejak
tahun 2014 kewenangan kawasan perikanan tangkap tersebut ada pada Pemerintah
Propinsi Jawa Tengah. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi budidaya air
tawar, budidaya air payau dan budidaya air laut. Kawasan perikanan budidaya air tawar
seluas kurang lebih 538 Ha berada di Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan
Rembang, Kecamatan Bulu, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sulang. Untuk menjamin
pemasaran dan pengolahan ikan dibangun 13 buah tempat pelelangan ikan yang
tersebar di 6 kecamatan pesisir selain itu dibangun juga unit pembenihan rakyat dan
balai benih ikan di Kecamatan Pamotan.
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(e). Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terbagi menjadi kawasan peruntukan
pertambangan minerba dan kawasan peruntukan wilayah kerja pertambangan minyak
dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara seluas 27.628
Ha dengan potensi tambang berupa pasir kuarsa, pospat, ball clay, dolomite, gypsum,
kalsit, batu gamping, tras, tanah liat, andesit, batubara dan lignit yang tersebar di
semua kecamatan di Kabupaten Rembang. Sementara itu kawasan peruntukan wilayah
kerja pertambangan minyak dan gas bumi juga tersebar di semua kecamatan di
Kabupaten Rembang.

(f). Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri terbagi menjadi peruntukan industri besar, peruntukan
industri menengah dan peruntukan industri kecil dan mikro. Peruntukan industri besar
seluas kurang lebih 869 Ha berada di Desa Pasarbanggi Kecamatan Rembang, di Desa
Leran dan Trahan Kecamatan Sluke, Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke dan
Kecamatan Gunem. Peruntukan industri menengah meliputi industri pengolahan
perikanan kelautan di wilayah pesisir , kawasan peruntukan agroindustri dan kawasan
peruntukan industri pertambangan. Sementara itu industri kecil dan mikro tersebar di
seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang dengan potensi industri mebel, industri
batik, industri kuningan, industri bordir, industri gula tumbu, industri genteng dan batu
bata, industri garam, olahan perikanan, peternakan, industri mangga, industri galangan
kapal dan industri kecil kawis.

(g). Kawasan peruntukan permukiman
Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perdesaan dan
permukiman perkotaan. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan seluas kurang
lebih 6.090 Ha berada di kawasan perdesaan. Sedangkan kawasan peruntukan
permukiman perkotaan seluas kurang lebih 3.214 Ha berada di perkotaan kabupaten
dan perkotaan kecamatan di Kabupaten Rembang.

Sumber: RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031
Gambar 2.10
Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rembang
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Pembangunan perdesaan merupakan salah satu solusi penanggulangan kemiskinan,
antara lain diwujudkan melalui program pengembangan kawasan Pusat Pertumbuhan
Terpadu Antar Desa (PPTAD). Program ini telah berhasil mengembangkan Kawasan Wisata
Batik Lasem yang didukung oleh Pertanian dan Peternakan.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah menetapkan desa-desa di
wilayah pesisir yang terdiri dari Desa Pasarbanggi, Desa Tritunggal dan Desa Punjulharjo
Kecamatan Rembang serta Desa Gedongmulyo, Desa Dasun dan Desa Tasiksono Kecamatan
Lasem menjadi daerah Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM)
sebagai implementasi dari pasal 83 UU no. 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pembangunan
kawasan perdesaan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014
bagian kedua. Modal utama yang dimiliki oleh keenam desa tersebut diatas adalah kawasan
pariwisata pantai yang didukung potensi kelautan, perikanan, konservasi mangrove dan
potensi lainnya.

Pengembangan kawasan tersebut perlu adanya keterpaduan pembangunan antar
desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan
partisipatif dalam bentuk menggali potensi sumberdaya baik manusia maupun alam yang
dimiliki masyarakat sehingga muncul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun
dan meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi
mengalami bencana alam. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi
manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak
langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang meliputi
: kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor / gerakan tanah, kawasan rawan gelombang
tinggi / abrasi dan kawasan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Banijir

Kawasan rawan bencana banjir adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap
musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam
keadaan musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang
bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan
permanen di tempat tersebut. Potensi rawan banjir didasarkan pada parameter-parameter
yaitu : (1) kelas kemiringan lereng, (2) drainase permukaan, (3) tekstur tanah, (4)
kelembaban, (5) air tanah dan (6) curah hujan. Berdasarkan gabungan parameter diatas,
Kabupaten Rembang tergolong rawan banjir. Lokasi rawan banjir di Kabupaten Rembang
tersebar di seluruh kecamatan yang terjadi secara periodic ketika musim penghujan. Pada
tahun 2018, banjir terjadi di Kecamatan Kaliori, Rembang, Kragan, Pamotan dan Lasem.
Selengkapanya kawasan rawan banjir di Kabupaten Rembang sebagaimana peta berikut.
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Sumber: BPBD, 2017
Gambar 2.11
Peta Daerah Rawan Banjir Kabupaten Rembang

b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Tanah Longsor

Kabupaten Rembang mempunyai morfologi dataran rendah di sepanjang pantai
utara dengan kelerengan berkisar 00—40. Selain itu morfologi bergelombang lemah sampai
kuat yang ada di daerah Kabupaten Rembang bagian selatan sampai perbatasan dengan
Kabupaten Blora, kelerengan berkisar 100-600. Bagian timur laut daerah Rembang terdapat
pola topografi melingkar sudut lereng berkisar antara 150-600 yang termasuk dalam wilayah
Gunung Lasem. Dari morfologi tersebut, lokasi daerah rawan longsor di Kabupaten Rembang
terutama di bagian selatan dan timur, Kecamatan Pancur, Pamotan, Kragan, Sarang, Gunem,
Sulang dan Sedan. Selengkapnya daerah rawan bencana longsor sebagaimana peta di bawah
ini.
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Sumber: BPBD, 2017

Gambar 2.12
Peta Daerah Rawan Longsor Kabupaten Rembang

¢. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Abrasi menjadi permasalahan utama di kawasan pesisir Rembang di bagian timur
meliputi Kecamatan Sluke, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sarang. Ketiga kecamatan
tersebut mempunyai resiko abrasi dalam kategori sangat tinggi. Wilayah terdampak abrasi
terparah ada di seluruh pesisir Kecamatan Sarang dan pesisir Kecamatan Kragan mulai dari
Desa Tegalmulyo hingga Desa Karangharjo. Abrasi ini termasuk abrasi berat, abrasi ini lebih
kuat pada musim barat. Selain di wilayah pesisir timur, abrasi pantai juga terjadi di wilayah
barat yaitu Kecamatan Kaliori, terutama di Desa Matalan, Wates dan Paloh. Pantai-pantai di
daerah tersebut merupakan pantai yang tidak berkarang, sehingga rentan terhadap abrasi.
Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir barat Kabupaten Rembang tergolong dalam abrasi
ringan. Ada 7 prioritas titik rawan abrasi sepanjang Kecamatan Sluke-Sarang, tetapi baru
beberapa titik yang mendapatkan penanganan yaitu di Kecamatan Sarang dan Kecamatan
Kragan.
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Sumber: BPBD, 2018

2.1.1.4. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Gambar 2.13
Peta Rawan Abrasi Kabupaten Rembang

Penduduk Kabupaten Rembang menurut data BPS pada tahun 2018 sebanyak
633.429 jiwa (angka sementara). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebanyak
628.901 jiwa. Penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,72 %. Pertumbuhan
penduduk terbesar ada di Kecamatan Pamotan diikuti Kecamatan Sluke masing-masing
sebesar 3,40 % dan 2,95 %.

Tabel 2.8

di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kecamatan

Jumlah Penduduk (ribu)

Laju Pertumbuhan

No | Kecamatan Penduduk per Tahun
2010 2016 2017 2018* 2016-2018

1 | Sumber 33.695 34917 35.014 36.338 2,08

2 | Bulu 25.731 26.650 26.723 27.848 2,30

3 | Gunem 22.833 23.948 24.041 23.876 -0,15

4 | Sale 35.902 37.695 37.844 39.127 1,94

5 | Sarang 60.370 64.407 64.765 60.658 -2,82

6 | Sedan 51.362 54.122 54.359 53.556 -0,52

7 | Pamotan 44.105 45.775 45.908 48.788 3,40

8 | Sulang 36.914 38.800 38.958 38.737 -0,08
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. Laju Pertumbuhan
No | Kecamatan Jumlah Penduduk (ribu) Penduduk per Tahun
2010 2016 2017 2018* 2016-2018

9 | Kaliori 38.776 40.797 40.969 41.726 1,15
10 | Rembang 84.381 90.274 90.800 89.159 -0,61
11 | Pancur 27.471 29.098 29.240 30.134 1,81
12 | Kragan 58.523 62.380 62.721 63.880 1,22
13 | Sluke 26.721 27.953 28.057 29.558 2,95
14 | Lasem 47.123 49.320 49.502 50.044 0,74

Jumlah 593.907 | 626.136 | 628.901 | 633.429 0,59

Sumber : Dindukcapil, 2019

Sementara itu besarnya sex rasio tahun 2018 adalah 83,76%, selengkapnya dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Laki-laki Perempuan Rasio
No Kecamatan Jumlah Jenis
Jumlah % Jumlah % Kelamin
1 | Sumber 17.471 | 48,08 | 18.867 | 51,92 | 36.338 92,60
2 | Bulu 13.368 | 48,00 | 14.480 | 52,00 | 27.848 92,32
3 | Gunem 10.646 | 44,59 | 13.230 | 55,41 | 23.876 80,47
4 | Sale 18.488 | 47,25 | 20.639 | 52,75 | 39.127 89,58
5 | Sarang 23.580 | 38,87 | 37.078 | 61,13 | 60.658 63,60
6 | Sedan 23.764 | 44,37 | 29.792 | 55,63 | 53.556 79,76
7 | Pamotan 23.590 | 48,35 | 25.198 | 51,65 | 48.788 93,62
8 | Sulang 17.548 | 45,30 | 21.189 | 54,70 | 38.737 82,81
9 | Kaliori 19.493 | 46,72 | 22.233 | 53,28 | 41.726 87,67
10 | Rembang 40.210 | 45,10 | 48.949 | 54,90 | 89.159 82,15
11 | Pancur 13.990 | 46,43 | 16.144 | 53,57 | 30.134 86,66
12 | Kragan 29.386 | 46,00 | 34.494 | 54,00 | 63.880 85,19
13 | Sluke 14.282 | 48,32 | 15.276 | 51,68 | 29.558 93,50
14 | Lasem 22.900 | 45,76 | 27.144 | 54,24 | 50.044 84,37
Jumlah 288.717 | 45,58 | 344.713 | 54,42 | 633.429 83,76

Sumber : Rembang Dalam Angka, 2019
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Tabel 2.9 menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki
terhadap penduduk perempuan pada tahun 2018 di Kabupaten Rembang 83.76 %.




b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rembang tahun 2018 dapat
dipisahkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok umur produktif (15-64 tahun) dan tidak
produktif (0-14 dan 65+ tahun). Jumlah penduduk Kabupaten Rembang kelompok umur
produktif sejumlah 455.733 jiwa dan penduduk tidak produktif sejumlah 177.696 jiwa.
Kelompok umur tebanyak terdapat pada umur 35-39 tahun sebanyak 53.872 jiwa.
Selengkapnya dapat dilihat Gambar dibawabh ini.

Jumlah penduduk

W Jumlah Perempuan  ®Jumlah Laki-laki
>= 75 11.143

5.458 AL 6.267
11.147 65-69 9.551
15.044 60-64 14.594

19.342 55-59
50-54 22.716

8.641

19.817

21.800
23.279 45-49 23.581
24.898 40-44 24.739
27.239 35-39 26.633
25.530 30-34 25.288
25.151 25-29 24.475
24.832 20-24 23.503
22.189 15-19 21.083
21.828 10-14 20.150
22.053 5-9 20.539
19.690

21.229 0-4

Sumber : Dindukcapil, 2019
Grafik 2.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Rembang Tahun 2018

Berdasarkan golongan penduduk, maka dapat dihitung besanya angka beban
tanggunan, yaitu perbandingan jumlah penduduk yang berumur 0-14 tahun dan diatas 65
tahun (usia tidak produktif) dengan penduduk yang berumur 15-64 tahun (usia produktif).
Angka beban tanggungan di Kabupaten Rembang ada tahun 2018 sebesar 42,67 % yang
berarti dari 100 penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebesar 43 jiwa.

Apabila di bandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif
maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 42,67 artinya setiap 100 orang usia produktif
menanggung 4,56 orang usia tidak produktif, dengan kata lain setiap 1 orang usia tidak
produktif ditanggung oleh 2 orang usia produktif. Banyaknya penduduk usia produktif
dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan proporsi hampir dua kali
lipat disebut dengan bonus demografi.
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c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2018 mencapai 625 jiwa/kmz.
Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk
tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.516 jiwa/km2 dan
terendah di Kecamatan Bulu sebesar 272 jiwa/km?. Kepadatan penduduk menurut
kecamatan di Kabupaten Rembang tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No Kecamatan Luas Wiiayah Jumlah . Kepad.atan
km Penduduk (Jiwa) Penduduk (Jiwa/Km2)*

1 Sumber 7.673 36.338 474
2 Bulu 10.240 27.848 272
3 Gunem 8.020 23.876 298
4 Sale 10.714 39.127 365
5 Sarang 9.133 60.658 664
6 Sedan 7.964 53.556 672
7 Pamotan 8.156 48.788 598
8 Sulang 8.454 38.737 458
9 Kaliori 6.150 41.726 678
10 | Rembang 5.881 89.159 1516
11 | Pancur 4.594 30.134 656
12 | Kragan 6.166 63.880 1036
13 | Sluke 3.759 29.558 786
14 | Lasem 4.504 50.044 1111
JUMLAH 101.408 633.429 625

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2019 diolah

Berdasarkan Tabel 2.10 diketahui bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di
Kecamatan Rembang yakni sebesar 1516 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk terendah
berada di Kecamatan Bulu yaknii sebesar 272 jiwa.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Pertumbuhan PDRB

Aspek kesejahteraan dan pemeratan ekonomi dapat ditunjukkan melalui sejumlah
indikator makro meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, peningkatan PDRB perkapita,
indeks gini, persentase penduduk miskin serta tingkat pengeluaran perkapita. Pertumbuhan
ekonomi menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang tumbuh oleh suatu daerah.
Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat
pada grafik berikut.
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Sumber: BPS, 2019
Grafik 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan ekonomi secara agregat ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB Atas
Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Rembang selama
tahun 2014 - 2018, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.11
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Lapangan
Usaha di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018 (%)

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018*
A. Pertanian,kehutanan dan perikanan -5,62 4,16 1,63 3,87 3,87
B. Pertambangan dan penggalian 6,51 4,03 6,3 20,84 20,84
C. Industri pengolahan 15,2 7,66 7,86 6,34 6,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,3 2,59 6,77 7,07 7,07
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,
E. Limbah, dan Daur Ulang 1,98 1,71 2,98 3,71 3,71
F. Konstruksi 14,65 6,18 7,46 7,52 7,52
Perdagangan Besar dan  Eceran,
G. Rerparasi Mobil dan sepeda Motor 4,05 411 >28 6,56 6,56
H. Transportasi dan Pergudangan 10,55 6,78 5,44 6,04 6,04
L Pe.nyediaan Akomodasi dan Makan 11,18 6,13 563 6.1 61
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 17,16 7,27 7,81 8,64 8,64
K. Jasa Keuangan dan asuransi 6,22 4,46 6,77 4,21 4,21
L. Real Estate 6,38 6,18 5,78 5,05 5,05
M,N Jasa Perusahaan 7,15 8,84 9,92 8,19 8,19
0. Adminis’Frasi Pen_werintelhan, Pertanahan 0,67 4,87 278 381 381
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 14,86 6,81 7,51 7,86 7,86
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 14,97 9,75 9,83 8,16 8,16
R,S,T,U | Jasa Lainnya 9,38 4,07 8,3 8,36 8,36
PDRB 5,15 5,5 5,23 6,18 6,18

Sumber: BPS, 2019
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Salah satu kontribusi lapangan usaha yang menyebabkan peningkatan Iaju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara signifikan adalah berdasarkan PDRB
ADHK, dimana penyumbang terbesar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada
tahun 2018 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian karena telah dilakukan
penertiban dan pemberlakuan regualasi yang ada.Berdasarkan data di atas, pertumbuhan
lapangan usaha yang paling lambat adalah pada pengadaan air, pengolahan sampah, limbah,
dan daur ulang yaitu sebesar 3,71. Sehingga perlu dilakukan penegakan regulasi yang lebih
jelas dan ketat pada sektor tersebut.

2.1.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai peran atau sumbangan
sektor-sektor dalam perekonomian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sutu
daerah. Gambaran PDRB tahun 2013-2017 dapat dilihat pada data-data di bawah ini:

60.000 -
-51.890
50.000 45.140 47.960
R 41.808 :
40.000 - 34.750
27.599 30.025 31.077
30.000 - |24.952
10.000 -
0 T T T
2013 2014 2015 2016 2017
—e— Nasional Provinsi Kabupaten

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018
Grafik 2.3
Perkembangan PDRB Per-Kapita Kabupaten Rembang dengan Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2013-2017 (000 Rupiah)

Pada tinjauan makro sektoral perekonomian suatu daerah dapat berstruktur agraris
industri atau jasa. Hal ini tergantung pada sektor apa yang dapat menjadi tulang punggung
perekonomian daerah yang bersangkutan. Untuk mengetahui makro sektroral yang
mendukung di Kabupaten rembang, dapat dilihat dalam bentuk PDRB ADHK dan ADHB
berikut.
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Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2017

2014 2015 2016 2017
No Lapangan Usaha
(Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta %
A. Pertanian Kehutanan, & Perikanan 3.875.370,82 30,23 4,168.479,14 | 29,99 4,295.225,24 | 28,89 4,517.460,32 27,86
B. Pertambangan & Penggalian 392.183,09 | 3,06 433.924,07 | 3,12 466.388,29 | 3,14 653.111,67 | 4,03
C. Industri Pengolahan 2.669.575,63 | 20,82 2.939.112,10 | 21,15 | 3.226.027,16 | 21,70 3.486.156,08 | 21,50
D. Pengadaan Listrik & Gas 8.767,36 0,07 9.110,24 0,07 10.351,25 0,07 11.938,14 0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & 5.899,50 | 0,05 6.188,70 | 0,04 6.412,17 | 0,04 6.684,05 | 0,04
Daur Ulang
F. Konstruksi 954.913,45 | 7,45 1.029.561,92 | 7,41 | 1.115.264,32 | 7,50 1.224.790,03 | 7,55
G. | Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & 1.668.565,36 | 13,01 1.775.107,00 | 12,77 | 1.912.222,96 | 12,86 2.091.451,69 | 12,90
Sepeda Motor

H. | Transportasi & Pergudangan 449.554,14 | 3,51 499.050,45 | 3,59 526.759,92 | 3,54 601.088,05 | 3,71
. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 389.323,28 | 3,04 427.554,85 | 3,08 454.579,75 | 3,06 491.263,48 | 3,03
J. Informasi & Komunikasi 133.435,07 1,04 142.416,45 1,02 153.980,59 1,04 174.873,40 1,08
K. | Jasa Keuangan & Asuransi 544.091,27 | 4,24 586.425,16 | 4,22 640.708,20 | 4,31 695.637,09 | 4,29
L. Real Estate 113.966,71 | 0,89 124.658,42 | 0,90 133.347,74 | 0,90 143.554,75 | 0,89
M,N | Jasa Perusahaan 33.201,88 | 0,26 36.898,79 | 0,27 41.042,09 | 0,28 45.012,36 | 0,28
°. Cfa'j';;)"'s”as' Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos 498372,62 | 3,89 534.912,82 | 3,85 | 567.661,05 | 3,82 602.561,66 | 3,72
P. | Jasa Pendidikan 697.29429 | 5,44 760.055,63 | 5,47 842.60581 | 5,67 94536337 | 5,83
Q. | Jasa Kesehatan & Kegtan Sosial 149.195,02 1,16 169.145,79 | 1,22 186.707,03 | 1,26 206.924,67 | 1,28
$’3’ Jasa Lainnya 238.006,15 1,86 255.215,06 | 1,84 287.792,16 | 1,94 316.154,80 | 1,95

PDRB ADHB 12.821.715,64 100 | 13.897.816,58 | 100 | 14.867.075,7 | 100 16.214.025,61 100

Sumber: BPS, 2018
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Tabel 2.13

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2017

No Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017
pang (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta % (Rp) / Juta %
A. Pertanian Kehutanan, dan Perikanan 2.992.910,68 | 29,10 3.117.527,80 | 28,73 3.168.229,36 | 27,75 3.290.989,85 | 27,15
B. Pertambangan dan Penggalian 310.767,69 3,02 323.291,63 2,98 343.653,90 3,01 415.258,93 3,43
C. Industri Pengolahan 2.143.284,16 | 20,84 2.307.391,43 | 21,27 2.488.767,34 | 21,80 2.646.597,21 | 21,83
D. Pengadaan Listrik dan Gas 9.196,67 0,09 9.434,85 0,09 10.073,49 0,09 10.785,29 0,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
5.546,09 0,05 5.640,84 0,05 5.809,15 0,05 6.024,43 0,05
Daur Ulang
F. Konstruksi 776.630,15 7,55 824.642,21 7,60 886.134,34 7,76 952.802,86 7,86
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor 1.406.724,91 13,68 1.464.601,23 13,50 1.541.934,41 13,50 1.643.010,86 13,55
H. Transportasi dan Pergudangan 414.922,27 4,03 443.036,47 4,08 467.117,18 4,09 495.336,15 4,09
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
336.231,73 3,27 356.833,89 3,29 376.930,99 3,30 399.907,68 3,30
J. Informasi dan Komunikasi 145.366,04 1,41 155.940,86 1,44 168.123,59 1,47 182.655,76 1,51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 407.151,89 3,96 425.297,66 3,92 454.103,43 3,98 473.217,02 3,90
L. Real Estate 105.520,70 1,03 112.044,16 1,03 118.520,31 1,04 124.500,64 1,03
M,N Jasa Perusahaan 28.188,71 0,27 30.679,79 0,28 33.723,93 0,30 36.484,32 0,30
0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 391.050,95 3,80 410.088,03 3,78 421.480,84 3,69 437.549,12 3,61
P. Jasa Pendidikan 486.880,24 4,73 520.048,58 4,79 559.128,80 4,90 603.075,53 4,97
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 117.619,36 1,14 129.087,85 1,19 141.779,71 1,24 153.344,22 1,26
E’S'T' Jasa Lainnya 206.282,10 | 2,01 214.681,91 | 1,98 232.497,97 | 2,04 251.92897 | 2,08
PDRB ADHK 10.284.274,36 100 | 10.850.269,20 100 | 11.418.008,73 100 | 12.123.468,84 100

Sumber: Rembang Dalam Angka, 2018

NHD)
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Tabel 2.14

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2017

2014 2015 2016* 2017**
NO JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE
4 R %) R %) R %) Rp %)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household 8782543,17 68,50 9731 003,28 70,02 10422 089,98 70,10 11 400 996,63 70,32
= Consumption Expenditure
@. Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages 4011903,70 31,29 4 474 558,63 32,20 4 849 448,23 32,62 5321 099,80 32,82
other than restaurants
b. Pakaian dan Alas Kaki/ Clothing and Footwear 374 738,09 2,92 404 467,18 2,91 430 756,48 2,90 470 119,34 2,90
c.  Perumahan Perkakas Perlengkapan dan 838 256,77 6,54 912 053,53 6,56 970 047,53 6,52 1045 398,44 6,45
Penyelenggaraan Rumah Tangga/Housing, Tools,
Household and Caretaker Equipment
d.  Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education 510 279,06 3,98 555 647,95 4,00 597 851,27 4,02 642 851,04 3,96
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya/ 2268 679,23 17,69 2527 915,88 18,19 2 646 148,19 17,80 2902 315,49 17,90
Transport, Communication, Recreation, and Culture
i Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels 647 438,57 5,05 710 179,72 5,11 770 045,21 5,18 843 533,18 5,20
. Lainnya/ Others 131 247,75 1,02 146 180,37 1,05 157 793,07 1,06 175 679,34 1,08
) Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption 195 427,68 1,52 204 854,77 1,47 218 941,23 1,47 236 350,55 1,46
' Expenditure
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government 1230 266,31 9,60 1323420,73 9,52 1432 360,72 9,63 1536 667,59 9,48
) Consumption Expenditure
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital 2748 776,99 21,44 2984 350,28 21,47 3223010,30 21,68 3640 946,62 22,46
’ Formation
a. Bangunan/ Building 2298 364,91 17,93 2517 412,29 18,11 2729620,71 18,36 3111 940,65 19,19
b. Non-Bangunan/ non — Building 450 412,08 3,51 466 937,98 3,36 493 389,58 3,32 529 005,97 3,26
5 Perubahan Inventori/ Changes in Inventories 401 740,39 3,13 258 955,60 1,86 205 541,38 1,38 448 179,68 2,76

NHD)
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2014 2015 2016* 2017**

NO JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE Rp %) Rp %) Rp %) Rp %)
6. Ekspor/ Exports 3805 798,57 29,68 3695 773,39 26,59 3953 277,64 26,59 4468 618,27 27,56
7. Impor/ Import 4342 837,47 33,87 4300 541,46 30,94 4588 145,50 30,86 5517 733,72 34,03
3. Ekspor/ Exports - 537 038,90 - 4,19 - 604 768,07 - 4,35 - 634 867,86 - 4,27 -1049 115,45 | - 6,47
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ 12.821.715,64 100,00 13.897.816,58 100,00 14.867.075,74 100,00 16 214 025,61 | 100,00
GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS

*  Angka sementara
**  Angka sangat sementara
Sumber : BPS, 2018
Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2017 (Juta Rupiah)
JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE 2014 2015 2016* 2017**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ Household Consumption Expenditure 6.902 847,24 7 312 754,27 7 676 837,48 8144 561,06
a Makanan, Minuman, dan Rokok/ Food and Beverages other than restaurants 2.938 669,49 3062 039,47 3209 514,97 3401 023,87
b. Pakaian & Alas Kaki/ Clothing and Footwear 351.015,63 374 756,49 393 847,64 416 048,26
¢ ig;‘l‘;“ar;ize Ezizaak:j'cpaizte;f;as:&s‘r:::tye'e”ggaraa" RumahTangga/Housing, 676.291,70 725 175,01 758 865,65 786 493,23
d Kesehatan dan Pendidikan/ Health and Education 440.504,46 468 381,86 490 507,18 510 488,58
R tsrsssy | aooswess | 2usings| s
f  Hotel dan Restoran/ Restaurants and Hotels 514.184,65 552 377,44 585 497,97 631 946,94
g Lainnya/ Others 114.225,93 124 154,46 130 473,00 140 646,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT/ NPISH Consumption Expenditure 151 264,74 148 876,62 156 950,90 164 194,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/ Government Consumption Expenditure 919 516,45 939 212,99 976 867,15 1003 549,45
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ Gross Fixed Capital Formation 2214 727,19 2 345 804,58 2492 673,90 2713 089,96

NHD)
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JENIS PENGELUARAN/ TYPE OF EXPENDITURE 2014 2015 2016* 2017**
a. Bangunan/ Building 1851411,46 1977 562,72 2 118 666,85 2329871,63
b. Non-Bangunan/ non — Building 363 315,73 368 241,86 374 007,05 383 218,34
5. Perubahan Inventori/ Changes in Inventories 236.710,77 142.979,18 153.746,02 265.160,84
6. Ekspor/ Exports 3.369.200,05 3.523.138,39 3.640.589,73 3.861.435,11
7. Impor/ Import 3.509 992,07 3.562 496,83 3.679 656,44 4.028 522,49
8. Ekspor/ Exports -140792,02 -39358,44 -39066,71 -167 087,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO/ 10.284.274,36 10.850.269,20 11.418.008,73 | 12.123.468,84

GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS

*  Angka sementara

**  Angka sangat sementara

Sumber : BPS, 2018
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Berdasarkan tabel di atas, didapatkan pejelasan sebagai berikut:

1. Nilai kontribusi PDRB ADHK Tahun 2010 pada Tahun 2014 sebesar Rp. 10,28 Trilyun,
terus mengalami kenaikan dan pada Tahun 2017 naik menjadi sebesar Rp. 12,12 Trilyiun.
Nilai kontribusi PDRB ADHK tahun 2010 pada tahun 2017 yang tertinggi masih sama
dengan tahun-tahun sebelumnya vyaitu berasal dari lapangan usaha Pertanian
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 27,15% sedangkan yang terendah adalah lapangan
usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,05%.
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa makro sektoral perekonomian
Kabupaten Rembang bertruktur agraris. Sehingga perlu untuk mempertahankan usaha
pertanian kehutanan dan perikanan serta mendorong sektor Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang agar meningkatkan PDRB per-kapita.

2. Nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut pengeluaran selama tahun 2014 - 2017 tetap
didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai
PDRB Kabupaten Rembang. Seperti pada Tahun 2017 nilai PDRB Atas dasar Harga
Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Rembang sebesar 70,32%. Komponen lainnya
yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Kabupaten Rembang pada
Tahun 2017 adalah pengeluaran Impor dan Ekspor barang/jasa yaitu sebesar 34,03%,
dan 27,56% serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sebesar
22,46%. Agar didapatkan hasil yang stabil, maka perlu dilakukan usaha untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatur pola hidupnya agar tidak
konsumtif, khususnya untuk kebutuhan makan, minum, dan rokok.

2.1.2.3. Inflasi

Inflasi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sebesar 2,53%, sedangkan pada
tahun 2017 sebesar 3,31%, dan merupakan inflasi paling tinggi sepanjang selang tahun 2015-
2017. Namun masih dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,61% dan inflasi Jawa Tengah
sebesar 3,71%. Kondisi tersebut mencerminkan terjaganya stabilitas ekonomi di Kabupaten
Rembang. Puncak kenaikan harga komoditas dalam siklus inflasi bulanan di Kota Rembang
selama tahun 2017 terjadi pada bulan Juli. Hal tersebut dipicu oleh kegiatan konsumsi
masyarakat selama bulan ramadhan yang mendorong inflasi sebesar 0,77%. Sementara
penurunan harga paling besar terjadi pada bulan April (-0,47%). Sepanjang tahun 2017,
penyumbang kenaikan harga terbesar berasal dari inflasi kelompok komoditas bahan
makanan dan terkecil berasal dari inflasi kelompok komoditas transportasi, komunikasi dan
jasa keuangan. Adapun grafik perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Rembang dengan Provinsi
Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 -2017 sebagaimana gambar berikut.
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Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 masih
terkendali cukup baik, meskipun pada 2014 di angka tertinggi sebesar 7,59%, namun pada
kurun waktu 3 tahun berikutnya pada tahun 2015 s.d. 2018 mengalami tingkat inflasi yang
stabil yaitu di kisaran angka sebesar 1% s.d. 3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten
Rembang lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar se-Eks Karesidenan Pati.
Tingkat inflasi di Kabupaten Rembang rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks
kelompok bahan makanan, meskipun juga kondisi daerah memberikan andil pada tingkat
inflasi di Kabupaten Rembang. Adapun tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten
sekitar wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2014 — 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dan Kabupaten SekitarWilayah Eks
Karesidenan Pati Tahun 2014 - 2017 (%)

INFLASI (TAHUN)

NO KABUPATEN 2014 2015 2016 2017 2018
1 | REMBANG 7,59 2,66 1,75 3,31 2,53
2 | PATI 8,01 3,23 2,31 3,51 NA
3 | KuDUS 8,59 3,28 2,32 4,17 NA
4 | JEPARA 9,87 4,57 3,45 2,83 NA
5 | BLORA 7,13 2,85 2,14 2,98 NA

Sumber: BPS, 2019
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Tingkat Inflasi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Sekitar
Wilayah Eks Karesidenan Pati Tahun 2017 (%)

2.1.2.4. Penduduk Miskin

Data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang sebagaimana
pada tabel berikut.
Tabel 2.17
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin
dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Indikator Kemiskinan Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 120 119,11 115,49 115,19 97,44
Persentase Penduduk Miskin (persen) 19,5 19,28 18,54 18,35 15,41
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 299.503 | 314.596 | 338.986 | 354.440 365.443

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2019
Adapun perbandingan data kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan kabupaten
eks Karesidenan Pati tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.18
Data Kemiskinan Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar
Wilayah Eks Karisidenan Pati Tahun 2018

. . . Kabupaten
Indikator Kemiskinan Rembang Pati Kudus Blora Jepara
Jml pnddk Miskin (ribu jw) 97,44 123,94 59,99 102,50 86,54
Persentase pddk Miskin (%) 15,41 9,90 6,98 11,90 7,00
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) 365.443 | 414.316 | 393.078 | 308.520 | 371.296
Indeks Kedalaman Kemsikinan 2,86 1,37 0,88 1,62 0,71
Indeks Keparahan kemiskinan 0,78 0,29 0,19 0,37 0,13

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019
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Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase
penduduk miskin yang cukup signifikan di Kabupaten Rembang sebesar 5,56% dari tahun
2014-2018. Penurunan paling banyak terdapat pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 2,94%.
Penurunan yang banyak ini selaras dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi pada tahun 2017-2018 yaitu sebesar 0,95%. Garis kemiskinan tidak selalu tetap pada
setiap tahunnya, hal ini terjadi karena tren kebutuhan hidup manusia akan berubah setiap
saat. Mencermati pada tabel di atas, bisa diartikan pada konsumsi/kapita/bln penduduk
miskin di Kabupaten Rembang pada tahun 2013 maksimal sebesar 284.160
rupiah/kapita/bln, berubah pada tahun 2018 menjadi sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln.
Jenis pengeluaran yang berkontribusi besar menyumbang tingginya garis kemiskinan adalah
dari makanan, minuman, dan rokok sebesar 42% dari total pengeluaran konsumsi rumah
tangga (lihat Tabel 2.14). Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Rembang
memiliki pola hidup yang cenderung konsumtif, sehingga diperlukan upaya untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola pengeluaran rumah tangga khusunya
konsumsi rokok.

Garis kemiskinan tertinggi di Wilayah Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Pati
sebesar 414.316 rupiah/kapita/bln, diikuti Kabupaten Kudus sebesar 393.078
rupiah/kapita/bln, Kabupaten Jepara sebesar 371.296 rupiah/kapita/bln, Kabupaten
Rembang sebesar 365.443 rupiah/kapita/bln, menempati posisi diatas Kabupaten Blora.

Secara umum, kinerja penurunan angka kemiskinan Kabupaten Rembang
dibandingkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2018 cukup baik. Kinerja tersebut
dapat dilihat pada grafik berikut.
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Sumber: TKPKD Provinsi Jawa Tengah, 2019
Grafik 2.6
Posisi Relatif Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Rembang dengan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (%)

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Rembang dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa

Tengah dan Nasional Tahun 2018

Dalam rentan waktu tahun 2015-2018, P1 mengalami penurunan dari 3,47 menjadi
2,86. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di
Kabupaten Rembang pada tahun 2015-2018 cenderung makin mendekati garis kemiskinan,
yang berarti terjadi perbaikan pada perekonomian penduduk miskin selama empat tahun
terakhir. Hal ini memperlihatkan bahwa program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
telah cukup efektif untuk menurunkan kesenjangan Kemiskinan di Kabupaten Rembang.
Namum demikian penurunan P1 Kabupaten Rembang jika dibandingkan dengan provinsi dan
nasional masih tertinggal. Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)
Kabupaten Rembang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 dapat

dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.8

Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Kabupaten Rembang dengan

Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun2018
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Selama kurun waktu 2014-2018, P2 Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi, yaitu
sebesar 0,76 pada tahun 2014 menjadi 0,78 pada tahun 2018. Kenaikan tertinggi terjadi
pada tahun 2015 yaitu 0,99. Pada tahun 2018 P2 mengalami penurunan menjadi 0,78. Hal
tersebut menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten
Rembang pada tahun 2018 semakin menyempit dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan melihat trend penurunan pada Grafik P1 dan P2 di atas, masih perlu
perhatian karena kondisi P1 dan P2 mempengaruhi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten
Rembang.Hingga saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam Program Penanggulangan
Kemiskinan. Agar program tersebut tepat sasaran dan strategi penanganan maka dilakukan
pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) penduduk miskin.

2.1.2.5. Angka Rasio Penduduk yang bekerja

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan sasaran utamanya adalah memperluas dan
memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kabupaten
Rembang dalam perluasan lapangan kerja saat ini yaitu penyerapan tenaga kerja yang tidak
sebanding dengan besarnya angkatan kerja yang ada. Masalah lain adalah jumlah penduduk
usia kerja yang sangat besar tetapi dengan basis pendidikan dan ketrampilan rendah.
Adapun masalah ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja dengan
kesempatan kerja yang tersedia atau antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran
tenaga kerja, sehingga menyebabkan pengangguran. Disamping itu juga adanya
produktivitas dan pendapatan masyarakat yang berkurang, serta pendapatan masyarakat
yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak sehingga dapat menyebabkan timbulnya
kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.19
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
No Uraian 2014 2015 | 2016 |2017 (2018
1 [Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%) 68,13 66,97 56,4 70,78 |67,46
2 |Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,23 4,51 4,3 3,19 |2,87

Sumber: BPS, 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu
5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun
2014, 2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2014, sampai dengan Tahun
2016 menurun menjadi 56,4%. Kemudian pada tahun 2017 angka TPAK meningkat yakni
sebesar 70,78% dan turun lagi 67,46% pada tahun 2018. Penurunan TPAK tahun 2018
menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di
Kabupaten Rembang semakin berkurang.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten
Rembang sejak tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami
penurunan, dari 5,23% menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa
terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018
menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja
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yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan
pengangguran.

Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan 2018
1 |Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Orang 496
kompetensi
2 |Presentase pelatihan yang bersertifikat % 80
3 |Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan % 68,1
4 |Rasio penduduk yang bekerja % 96,81
5 |Rasio ketergantungan % 41,28
6 |% lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional % 80
7 |% perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan % 100
8 |Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan % 75

Sumber: DPMPTSPNaker, 2019

2.1.2.6. Angka Kriminalitas yang ditangani

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan
keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi
stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data Polres Rembang tahun 2018 masih
mencatat laporan kasus pidana sejumlah 96 kasus. Penanganan tindak kriminalitas
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas
penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Rasio
penanganan kasus tindak kriminal mencapai angka 90,6 Hal ini menunjukkan kesigapan dan
komitmen seluruh pihak dalam penanganan tindak kriminal guna mewujudkan kondusivitas
dan keamanan daerah. Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten
Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

Jumlah Tindak Kriminal
No Tahun

Kasus Tertangani Rasio
1 2014 52 32 61,5
2 2015 84 81 96,4
3 2016 21 19 90,4
4 2017 96 87 90,6
5 2018 57 57 100

Sumber: Polres Rembang, 2019 (data diolah)
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Selanjutnya dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, diupayakan
melalui pembangunan di bidang politik, keamanan dan ketentraman lingkungan.Dalam hal
Keamanan dan ketertiban lingkungan, kondisi di Kabupaten Rembang relatif stabil dan
terkendali. Hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya gangguan keamanan baik oleh masyarakat
maupun oleh sekelompok orang.

2.1.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang, Kabupaten
Sekitar Wilayah Eks-Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Data IPM Kabupaten Rembang Dengan KabupatenEks Karisidenan Pati, Jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2014-2018

Kabupaten 2014 2015 2016 2017 2018
Rembang 67,40 68,18 68,60 68,95 69,46
Blora 65,84 66,22 66,61 67,52 67,95
Pati 66,99 68,51 69,03 70,12 70,71
Jepara 69,61 70,02 70,25 70,79 71.38
Kudus 72,00 72,72 72,94 73,84 74,58
JAWA TENGAH 68,78 69,49 69,98 70,52 71,12
NASIONAL 68,90 69,55 70,18 70,81 71,39

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Secara umum pada tahun 2018, IPM Kabupaten Rembang cenderung lebih rendah
dibanding Kabupaten eks Karesidenan Pati, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama
kurun waktu 5 tahun (2014-2018) kenaikan IPM di Kabupaten Rembang mencapai 2,06%.
Setiap tahunnya terjadi kenaikan IPM dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,51%. Kenaikan
IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama
Sekolah (RLS),Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH).

2.1.2.8. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir
mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2014 sebesar 6,90 menjadi 6,95 pada tahun 2018 atau
tumbuh 0,72%. Hingga tahun 2018, secara rata-rata penduduk Kabupaten Rembang telah
menempuh pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas 1). Perbandingan Angka Rata-Rata Lama
Sekolah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.23
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang dengan
Kabupaten Eks Karesidenan Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi 2014 2015 2016 2017 2018
Rembang 6,90 6,92 6,93 6,94 6,95
Blora 6,02 6,04 6,18 6,45 6,46
Pati 6,35 6,71 6,83 7,08 7,18
Kudus 7,83 7,84 7,85 8,31 8,62
Jepara 7,29 7,31 7,32 7,33 7,43
Jawa Tengah 6,93 7,03 7,15 7,27 7,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah yang
paling tinggi di Kabupaten Eks Karesidenan Pati adalah Kabupaten Kudus yaitu selama 8,62
tahun, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Blora yaitu selama 6,46 tahun.
Kabupaten Rembang memiliki Angka Rata-rata Lama Sekolah yang cenderung rendah yaitu
pada posisi ke-4 dari total 5 Kabupaten Eks Karesidenan Pati, yaitu sebesar 6,95 tahun.
Angka ini juga masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 7,35 tahun.

2.1.2.9. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selama periode 2014 hingga 2018, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten
Rembang tumbuh sebesar 1,29% per tahun. Meningkatnya HLS menunjukkan bahwa
semakin banyak penduduk Kabupaten Rembang yang bersekolah. Di tahun 2018, HLS telah
mencapai 12,05 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk
menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. HLS dipengaruhi oleh perbedaan
tingkat sosial, keadan geografis, dan sebaran sekolah.

HLS Kabupaten Rembang pada tahun 2018 berada di bawah HLS Jawa Tengah dan
Kabupaten Eks Karesidenan Pati. Perbandingan HLS Kabupaten Rembang dengan Kabupaten
Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan
Pati Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi 2014 2015 2016 2017 2018
Rembang 11,46 12,02 12,03 12,04 12,05
Blora 11,75 11,91 11,92 12,13 12,14
Pati 11,24 11,79 11,92 12,29 12,30
Kudus 12,54 13,14 13,19 13,20 13,21
Jepara 12,58 12,27 12,28 12,70 12,71
Jawa Tengah 12,17 12,38 12,45 12,57 12,63

Sumber: BPS, 2019
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2.1.2.10. Angka Usia Harapan Hidup (UHH)

Selama periode 2011 hingga 2018, Kabupaten Rembang telah berhasil
meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,36 tahun (sekitar 4-5 bulan). Selama periode
tersebut, secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2011,
UHH saat lahir sebesar 74,03 tahun, dan tujuh tahun kemudian mencapai 74,39 tahun.

74,45
74,39
74,4
74,35 74,32
74,3 74,27
74,25 74,22
74,19
74,2
74,15
74,1
74,05
2014 2015 2016 2017 2018
M Series 1
Sumber: BPS, 2019 diolah.
Grafik 2.9

UHH Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Eks Karesidenan

Pati, UHH Kabupaten Rembang dalam kurun waktu tahun 2014-2018 lebih baik dari Provinsi

Jawa Tengah dan Kabupaten Blora. Hal ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Rembang

dalam perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Semakin maju suatu

daerah, semakin banyak penduduknya yang mencapai lanjut usia. Kemajuan di berbagai

bidang kehidupan termasuk bidang kesehatan dan ekonomi dipercaya merupakan salah satu

penyebab meningkatnya usia harapan hidup pada lansia. Perbandingan UHH Kabupaten

Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Eks Karesidenan Pati
Tahun 2014-2018

Kabupaten / Propinsi 2014 2015 2016 2017 2018
Rembang 74,19 74,22 74,27 74,32 74,39
Blora 73,84 73,84 | 73,88 73,99 74,12
Pati 75,43 75,63 75,69 75,80 75,93
Kudus 76,40 76,40 | 76,43 76,44 76,47
Jepara 75,64 75,64 | 75,67 75,68 75,71
Jawa Tengah 73,88 73,96 74,02 74,08 74,18

Sumber: BPS, 2019
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2.1.2.11. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat
dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.26
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
Indikator Pengeluaran per Kapita (Metode Baru) (Ribu Rupiah)
2014 2015 2016 2017 2018*
Pengeluaran Perkapita 9013.01 10.903,96 13.191,65 14.510,82 15.961,89
Disesuaikan Kabupaten
Rembang

Sumber: BPS, 2019

2.1.2.12. Angka kematian bayi (AKB)

Pada tahun 2018 kasus kematian bayi di Kabupaten Rembang mengalami kenaikan
sebesar 14 kasus, atau sebanyak 149 kasus dari 135 kasus pada tahun 2017. Wilayah yang
membutuhkan perhatian khusus karena jumlah AKB tinggi, yaitu di Kecamatan Sumber,
Pamotan, Sedan dan Sarang yang kemungkinan besar terkait dengan tingkat kesejahteraan
masyarakat yang tingkat kemiskinannya tinggi. Tiga kecamatan yang mempunyai AKB tinggi
yaitu Kecamatan Pamotan, Sedan dan Sarang merupakan kantong kemiskinan sedangkan
Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin sedang. Grafik
Perkembangan AKB kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2019
Grafik 2.10
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang

Pada tahun 2018, posisi kasus kematian bayi Kabupaten Rembang menempati
peringkat tertinggi di Jawa Tengah dan masih dibawah capaian Jawa Tengah (10,08). Bila
dibandingkan dengan Kabupaten sekitar posisi relatif capaian kasus kematian bayi
Kabupaten Rembang masih diatas Kabupaten Jepara, Pati dan Blora namun dibawah
Kabupaten Kudus.

2.1.2.13. Angka Kematian Balita (AKBa)
AKABa di Kabupaten Rembang selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari
Tahun 2013 sebesar 178 kematian/1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 170 kematian
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bayi/1.000 kelahiran hidup di Tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya
Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menurunkan angka kematian balita sudah cukup
berhasil. Untuk itu upaya-upaya preventif perlu dilakukan terutama pada wilayah dengan
jumlah kasus kematian balita tinggi seperti di Kecamatan Sumber, Kragan, dan Lasem. Grafik
Perkembangan Kasus Kematian Balita di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat
dilihat pada grafik berikut.
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Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2019
Grafik 2.11
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Balita
di Kabupaten Rembang tahun 2014-2018

2.1.2.14. Angka kematian ibu

Perkembangan AKI di Kabupaten Rembang ditunjukkan dengan jumlah kasus, tidak
dapat dihitung/100.000 kelahiran hidup, karena jumlah kelahiran di Kabupaten Rembang
tidak melebihi jumlah 100.000 kelahiran hidup. Kondisi angka kematian ibu di Kabupaten
Rembang cenderung mengalami peningkatan namun terjadi penurunan pada tahun 2015
dan 2018. Penyebab kasus kematian ibu paling banyak disebabkan oleh penyakit bawaan
(resiko tinggi) ibu hamil. Grafik Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten
Rembang Tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, 2019
Grafik 2.12
Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Rembang
Tahun 2013-2018
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Untuk menekan kasus kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah
melakukan berbagai program dan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu di antaranya adalah:

e Tindak lanjut penjaringan Pasangan Usia Subur (PUS) beresiko tinggi dalam penanganan
berbagai penyakit kronis dan perencanaan kehamilan.

e Pemeriksaan dan penanganan resiko tinggi pada ibu hamil melalui kelas ibu hamil di
tiap—tiap puskesmas.

e Pengoptimalan pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita dalam penanganan
kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK.

e Pemantapan regulasi tata laksana persalinan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Nomor 441.8/739 tahun 2013 tentang Pelayanan Persalinan Tingkat
Dasar di Kabupaten Rembang sebagai pedoman pelayanan persalinan tingkat dasar
dalam upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.

2.1.2.15. Indeks Pemberdayaan Gender
Perkembangan persentasi IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat
pada grafik berikut:
86,6
86,49
86,4
86,2 6,18

86 Vsrll
5,87

85,8

85,6

85,4
2014 2015 2016 2017 2018

Sumber: BPS, 2019
Grafik 2.13
Perkembangan IPG Kabupaten RembangTahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun
dalam 5 tahun (2014-2018) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2018
nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,49%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan.
Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa
masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam
persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati
secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang
mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen
Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.27

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2017

Komponen Tahun
2014 2015 2016 2017
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) 17,78 20,00 na 22,22
Perempuan sbg Tenaga Profesional (%) 36,82 45,52 na 55,66
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) 31,27 31,68 na 31,69
ndeks Pemberdayaan Gender (IDG) 66,43 70,35 na 72,45

Sumber: BPS, 2018

Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari
jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus
meningkat dari tahun 2014, hingga mencapai 22,22% pada tahun 2017.Hal ini selaras dengan
nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai
angka 72,45%.

2.1.2.16. Kebudayaan

Kabupaten Rembang berada pada daerah pesisir dengan panjang pantai sekitar 65
km, dan dipengaruhi juga oleh sejarah sehingga kesenian dan kebudayaan yang berkembang
di Kabupaten Rembang banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur sejarah dan budaya,
seperti pengaruh budaya Jawa, Islam, Cina/Tionghoa, dan budaya daerah pesisir.

Kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Rembang antara lain Kesenian
Musik Tradisional dan Kesenian/ Teater Tradisional. Kesenian Musik Tradisional terdiri dari
Karawitan, Suarawati, Gadon, Cokek’an, Thong Thong Lek, Keroncong. Sedangkan
kesenian/Teater Tradisional yaitu terdiri dari : Wayang Kulit, Wayang Orang, Wayang Krucil,
Kethoprak, Emprak, Gondorio, Ande - Ande Lumut, Laisan, Orek — Orek, Pathol Sarang,
Barongan/ Reog. Kesenian tersebut merupakan Aset Budaya dan Kekayaan Kabupaten
Rembang. Kelompok kesenian di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 sebanyak 252
kelompok. Data kelompok kesenian di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut
ini.

Tabel 2.28
Data Kelompok Kesenian Kabupaten Rembang Tahun 2018

No KELOMPOK KESENIAN JUMLAH (KELOMPOK)
1 Kelompok Sanggar Seni Tari 12

2 Musik tradisional 104

3 | Sanggar Seni Lukis 5

4 | Teater Tradisional 19

5 | Tari Tradisional/tayub 5

6 Musik Modern 92

7 Barongan 5

8 Wayang Kulit 10

Sumber : Dinbudpar, 2019
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Pada tahun 2018 Kelompok Kesenian Tradisional yang paling banyak adalah musik
tradisional, yaitu sebanyak 104 kelompok. Banyaknya Kesenian yang ada di Kabupaten
Rembang memang merupakan salah satu potensi daerah, namun demikian pembinaan
terhadap kelompok-kelompok seni tersebut secara keseluruhan masih belum maksimal dan
ketersediaan gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan—kegiatan kesenian seperti
pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya masih terbatas.

Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan mulai Tahun 2014-2018 Kabupaten
Rembang terdiri dari beberapa Indikator yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Pelaksanaan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
. Tahun
No Indikator 2014 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 Jml kegiatan penyelenggaraan seni tradisi & 16 18 9 9 10
budaya (keg)
2 Jmlklp kesnian trdisional (klp 311 311 134 137 137
3 Jml cagar budaya yg dilestarikan (cagar 3 3 3 3 3
budaya)
4 | Jumlah Cagar budaya 47 47 47 47 107
5 | Jumlah seniman (orang) 1.251 1.252 3.034 3.034 3.039
6 Jumlahjenls seni tradisi yang dilestarikan 18 18 20 20 1
(kesenian)
7 | Jumlah Museum 1 3 1 1 1
8 | Jumlah Sanggar Budaya 2 2 1 1 1
9 Jml organisasi penghayat kepercayaan thd
Tuhan Yang Maha Esa (organisasasi) 13 13 11 11 10

Sumber: Dinbudpar, 2019

Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Banyaknya Padepokan/Grup Tari di Kabupaten Rembang Tahun 2018
Tarian . . Tarian Rakyat
Kecamatan Modern Tarian Klasik Reog Tayuban Lain-lain
Sumber 3 3 1 1 1
Bulu 2 2 - - 1
Gunem - 1 3 - -
Sale 1 1 1 - -
Sarang - 1 - - 1
Sedan - - - - -
Pamotan 1 1 - - -
Sulang 2 3 - - -
Kaliori 3 3 - - 1
Rembang 2 5 - - 1
Pancur 5 - - - -
Kragan 1 2 - - -
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Tarian . . Tarian Rakyat
Kecamatan Modern Tarian Klasik Reog Tayuban Lain-lain
Sluke 1 1 1 - -
Lasem 5 3 1 - 1
2018 26 26 7 2 6
2017 23 23 5 2 -
2016 23 23 5 2 -
2015 23 23 5 2 -
2014 20 20 12 9 11

Sumber: Dinbudpar, 2019

2.1.2.17. Pemuda dan olahraga
Keberhasilan dibidang pemuda dan olahraga dapat ditunjukkan melalui perolehan
jumlah medali dan jumlah lapangan olahraga. Adapun jumlah medali dan lapangan
olahraga sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.31
Jumlah medali dan lapangan olahraga di Kabupaten Rembang tahun 2013-2018
. Tahun
No Uraian Satuan

2015 2016 2017 2018

1 | Jumlah Medali yang diperoleh

dalam berbagai event olahraga buah 8 22 31 46
tingkat prov dan nasional
2 | Jumlah lapangan olahraga buah 633 633 704 704

Sumber : Dinbudpar, 2019

2.1.2.18. Indeks Gini

Indeks Gini di Kabupaten Rembang selama tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa
tren ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang berada dalam kategori
ketimpangan sedang atau menengah. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik
timpang tertinggi pada tahun 2014 sebesar 0,33 dan titik timpang terendahnya pada tahun
2015 sebesar 0,3. Adapun perkembangan indeks gini Kabupaten Rembang selama 5 tahun
sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.32
Indeks Gini Kabupaten Rembang Tahun 2014 — 2018

INDEKS GINI (TAHUN)
KABUPATEN REMBANG 2014 2015 2016 2017 2018
0,33 0,3 0,31 0,32

Sumber : BPS, 2019

Jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, posisi
angka ketimpangan Kabupaten Rembang mulai Tahun 2014 sampai Tahun 2018 lebih rendah
daripada angka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan ketimpangan

DN | KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020



1-47

pendapatan penduduk di Kabupaten Rembang lebih baik karena ketimpangannya lebih
sedikit dibandingkan Provinsi dan Nasional.

Adapun perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 tersaji pada grafik berikut.
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Grafik 2.14
Perbandingan Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Rembang dengan
ProvinsiJawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2017

a. Presentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang dari tahun 2014
cenderung fluktuatif, jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Rembang sebagian besar
disebabkan minimnya pengetahuan ibu dan rendahnya pendapatan rumah tangga sehingga
menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi balita. Intervensi program
yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam menurunkan persentase balita gizi buruk
sudah cukup baik akan tetapi perlu upaya-upaya lebih keras di wilayah dengan tingkat balita
gizi buruk tinggi yaitu diKecamatan Kaliori, Rembang dan Sedan. Selengkapnya Grafik
Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat
dilihat pada gambar berikut.

€0 Gizi Buruk

50

46 47 48

40

30 31
30 = Gizi Buruk

20
10
0
2014 2015 2016 2017 2018
Sumber: Dinas Kesehatan, 2019
Grafik 2.15

Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018
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b. Persentase Stunting

Perkembangan persentase Stunting di Kabupaten Rembang dari tahun 2015
cenderung fluktuatif, dengan persentase 38,51 di tahun 2015 turun menjadi 25,99 pada
tahun 2016 dan naik menjadi 32,36 pada tahun 2017. Metode perhitungan yang digunakan
adalah metode Pemantauan Status Gizi (PSG). Adapun tahun 2018, balita stunting sebesar
3,18 %. Angka ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebab adanya perbedaan
metode yang dipakai.
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Sumber: Dinas Kesehatan, 2019
Grafik 2.16
Perkembangan Persentase Stunting di Kabupaten Rembang
Tahun 2015-2018

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
Urusan wajib pelayanan dasar meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan
umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.
a. Pendidikan
a) Pendidikan Anak Usia Dini
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2018 untuk kelompok umur 3-6
tahun mencapai 104,48 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibanding dengan tahun
2017 sebesar 108,48 persen. Penurunan APK PAUD saat ini terkendala masih kurangnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini. Hal ini menjadi PR bagi
pemerintah Kabupaten Rembang dan tugas kita bersama untuk menumbuhkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan
tahun.
Guna mendukung pelaksanaan dan kesuksesan pendidikan anak usia dini, hal yang
perlu diperhatikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana belajar mengajar. Jumlah
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Sekolah PAUD mengalami peningkatan pada kurun lima tahun terakhir, pada tahun 2018
jumlah TK sebanyak 372 sekolah dengan jumlah murid dan guru sebanyak masing masing
16.006 dan 790. Rasio murid dan guru sebesar 20 pada tahun 2018

b) Pendidikan Dasar

Peran pendidikan dasar di Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan yang cukup baik. Keberhasilan peran pendidikan dasar dapat dilihat dari tingkat
partisipasi, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka melanjutkan, ketersediaan sarana
dan prasarana, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas. Jumlah Sekolah Dasar di
Kabupaten Rembang dalam kurun lima tahun (2014-2018) mengalami penurunan.

Namun pada tahun 2018, jumlah Sekolah Dasar mengalami kenaikan menjadi 420
dari 418 unit pada tahun 2017. Jumlah tersebut meliputi SD Diknas sebanyak 374 unit dan
SD Non Diknas sebanyak 46 unit. Jumlah murid SD juga mengalami peningkatan yaitu dari
sebesar 56.938 orang pada tahun 2017 menjadi 57.089 orang pada tahun 2018 terdiri dari
murid SD Diknas sebanyak 50.274 dan Non Diknas sebanyak 6.815. Sedangkan jumlah
SMP/MTs (Diknas dan Non Diknas) pada tahun 2018 sebanyak 101 unit mengalami
peningkatan dari 96 unit pada tahun 2017.Jumlah murid SMP/MTs mengalami penurunan
yaitu dari 28.589 pada tahun 2017 menjadi 28.345 pada tahun 2018.

c) Angka Partisipasi

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur
sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk
usia pendidikan yang sedang bersekolah. Adapun APS Kabupaten Rembang Tahun 2014-
2018 dapat dilihat pada grafik berikut.

AFE Erhupslern Hombing Tonlbes FII14 JFELE

|

Sumber : BPS, 2019
Grafik 2.17
APS Pendidikan Dasar Tahun 2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa APS tingkat Sekolah Dasar mengalami
penurunan yang cukup banyak dari 99,69% pada tahun 2014, turun menjadi 95,38% pada
tahun 2018. Begitu pula dengan APS tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mengalami
fluktuasi, dimana pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup banyak hingga mencapai
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angka 91,38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia sekolah yang
bersekolah di Kabupaten Rembang mengalami penurunan.
Adanya penurunan APS ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Beberapa anak yang telah lulus pendidikan dasar tidak melanjutkan ke jenjang
sekolah menengah pertama, namun hanya memasuki pondok pesantren.

2. Beberapa anak usia sekolah melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya di luar
daerah, sehingga tidak terdata sebagai anak yang bersekolah Kabupaten Rembang.

3. Adanya beberapa anak usia sekolah yang putus sekolah bisa disebabkan karena
membantu orang tua bekerja, permasalahan kesehatan, meninggal, dan kejadian
pernikahan dini.

4. Data yang digunakan sebagai penyebut adalah data penduduk dari Badan Pusat
Statistik.

Adapun grafik Angka putus sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat
dilihat pada Grafik di bawah ini.

Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014
-2018
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Sumber : Dindikpora, 2019
Grafik 2.18
Angka Putus Sekolah Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Berdasarkan grafik di atas, dapat diamati bahwa angka putus sekolah anak pada
jenjang pendidikan SMP/MTs mengalami kenaikan. Pada tahun 2018, anak pada jenjang
pendidikan SMP/MTs yang putus sekolah sebanyak 0,42%, jumlah ini meningkat cukup
banyak dari Tahun 2014 yang berjumlah 0,11%. Peningkatan anak yang putus sekolah ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, keluarga, dan sosial budaya
masyarakat.

d) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Untuk menilai kualitas tenaga pendidik/guru, indikator yang dipergunakan adalah
tingkat kualifikasi akademik guru dan pemenuhan sertifikat guru. Data mengenai indikator
tersebut mulai Tahun 2014 — 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
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Tabel 2.33

Guru Berkualifikasi $1/D4 dan Guru Bersertifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
di Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018
REALISASI CAPAIAN
2014 2015 2016 2017 2018

No INDIKATOR

1 [Persentase Guru yang memenubhi
kualifikasi S1/D-IV

2 [|Persentase Guru TK yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat
pendidik 62,19% 67,17% 68,93% 65,14% 69,69%
3 |Persentase Guru SD/MI yang
memenuhi kualifikasi S1/D-1V dan

83,68% 86,05% 88,61% 90,89% 91,26%

bersertifikat pendidik 20,86% 50,71% 54,83% 51,11% 59,12%
4 [Persentase Guru SMP/MTs yang
memenuhi kualifikasi S1/D-1V dan 30,90% 36,65% 48,48% 52,61% 56,15%

bersertifikat pendidik
Sumber : Dinpendikpora, 2019

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa secara umum persentase Guru yang memuhi
kualifikasi S1/D-IV sudah hampir mencapai persentase 100% tepatnya sebesar 91,26 %.
Namun ketika dilihat lebih jauh persentase Guru yang memiliki Kualifikasi S1/D-IV dan
bersertifikasi pendidik pada setiap jenjang pendidikan yakni TK, SD/MI hingga SMP/MTs
cenderung rendah, dimana pada masing-masing jenjang pendidkan persentase yang ada
menunjukkan persentase yang tidak lebih dari 70 %.

b. Kesehatan
Dalam mendukung pembangunan kesehatan di Kabupaten Rembang diperlukan
Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mencukupi serta berkualitas. Jumlah dokter umum
di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 71 orang, dokter sepesialis
sebanyak 43 orang dan dokter gigi sebanyak 13 orang.
a) Penyakit Menular
Adapun Jumlah Kasus Penyakit Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2017 dan
2018 adalah sebagai berikut.
Tabel 2.34
Jumlah Kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
di Kabupaten RembangTahun 2017 dan 2018

2017 2018

No | Keeamatan [y /aiDs | IMS | DBD | Diare | TB | Malaria | HIV/AIDS | IMS | DBD | Diare | TB | Malaria
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 13
1 | sumber 4 } 2 | 623 | 15 } 2 } 7 | 623 | 32 0
2 | Bulu 9 } [ 253 | 4 3 1 } 0 | 253 | 11 0
3 | Gunem 1 } 1 | 401 | 15 1 5 } 0o | 401 | 5 0
4 | sale 2 ; 1 | 566 | 11 2 3 ~ | 4 | 566 | 8 2
5 | sarang 9 ; 1 | 134 | 21 - 2 - 1 | 134 | 40 0
6 | sedan 6 } 1 | 660 | 18 1 4 ~ | 4 | e60 | 19 16
7 | Pamotan 7 } 1 | 408 | 11 1 9 ~ | 14 | 408 | 34 4
8 | sulang 9 | 2 | 203 | 17 1 6 } 2 | 203 | 26 3
9 | Kaliori 8 ~ | 2 | 351 | 35 2 11 - 9 | 351 | 19 0
10 | Rembang 18 | 2 [ 1584 | 24 1 13 | 23 | 1584 | 148 | o
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2017 2018

No | Kecamatan [y /aIDs | IMS | DBD | Diare | TB | Malaria | HIV/AIDS | IMS | DBD | Diare | T8 | Malaria
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 13
11 | Pancur 10 } - | 334 | 10 1 7 } 1 | 334 | 5 0
12 | Kragan 9 894 | 38 1 16 2 | 894 | 38 1
13 | Sluke 7 [ 91 | 10 1 9 1 | o1 | 16 1
14 | Lasem 13 2 | 89 | 19 32 6 | 89 | 36 0
Total 112 15 | 6591 | 296 | 15 120 - | 74 | es01 | 437 | 27

Sumber : Dinkes, 2019

dilih

Selama sebelas tahun terakhir jumlah kasus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
meningkat dari tahun ke tahun termasuk jumlah kematian karena AIDS.

b) Penyakit Tidak Menular
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018 dapat

at pada tabel berikut.

Tabel 2.35

Jumlah Kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Rembang Tahun 2018

No Jenis Penyakit Jumlah Kasus
1 Angina Pectoris 67

2 IMA 44

3 Decompensatio Cordis 428
4 Hipertensi Essential 13.054
5 Hipertensi lainnya 1.629
6 Stroke Haemorragie 45

7 Stroke Non Haemorragie 232
8 DM Tergantung Insulin 85

9 DM tidak Tergantung Insulin 11.095
10 Ca Hati 8
11 Ca Bronchus 11
12 Ca Mamae 88
13 Ca Seriks 30
14 PPOK 102
15 Asma Bronkiale 2.402
16 Kecelakaan Lalin 943
17 Psikosis 412
18 Osteoporosis 2.581
19 Ginjal Kronik 301
20 Obesitas 297
21 Katarak 451

Sumber : Dinkes, 2019

NHD)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 3 besar peringkat kasus penyakit tidak
menular terbanyak di Kabupaten Rembang pada Tahun 2018 adalah penyakit Hipertensi
Essensial, DM tidak tergantung insulin, dan Osteoporosis.
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c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
a) Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Rembang sampai dengan tahun 2018 mempunyai panjang
jalan 642,75 Km dengan kondisi jalan baik 67,9%. Panjang jalan yang ada di Kabupaten
Rembang terdiri dari jalan Kabupaten sepanjang 642,75 Km, jalan provinsi sepanjang 31,64
Km dan jalan nasional sepanjang 88,04 km. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten
Rembang sebanyak 126 unit dengan panjang 1.239,9 m sampai tahun 2018 yang dalam
kondisi baik sejumlah 92 unit atau 89%. Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Kabupaten
Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Kondisi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
No Uraian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018
1. |Panjang jalan kabupaten (Km) 642,75 642,75 | 642,75 | 642,75 642,75
% kondisi jalan baik 48,98 44,96 48,98 60.6 67,9
% kondisi sedang (%) 26.27 30.30 35,43 29,21 26.88
% kondisi jalan rusak ringan 13.11 13.11 5,06 7,81 4,62
% Kondisi jalan rusak berat 11.64 11.64 11,64 2,4 0,6
Panjang jalan provinsi (Km) 58,40 58,40 31,63 31,64 31,64
Panjang jalan Nasional (Km) 61,27 61,27 88,04 88,04 88,04
2 Jumlah Jembatan Kewenangan Kabupaten 126 126 126 126 126
% Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam| 73,02 73,02 79 88 89
kondisi baik

Sumber : DPU TARU, 2019

Perkembangan pembangunan prasarana jalan dalam 5 tahun terakhir cenderung
mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kondisi jalan baik pada
tahun 2016 mencapai 48 % meningkat menjadi 67,9 % atau sepanjang 424,2km pada tahun
2018.Peningkatan jumlah ruas jalan dalam kondisi baik disebabkan oleh:

a) Penanganan jalan sejak tahun 2017 mulai difokuskan pada jalan-jalan yang
merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900/893/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Ruaslalan Kabupaten dan
Ruas Jalan Poros Desa.

b) Optimalisasi sumber pendanaan penanganan jalan diluar APBD salah satunya melalui
dana CSR perusahaan.

Kondisi ini masih memerlukan peningkatan terutama untuk mempertahankan
kemantapan jalan khususnya pada ruas-ruas jalan yang menjadi jalur angkutan
pertambangan. Perlu pengawasan tonase jalan pada ruas-ruas jalan tersebut sehingga
dampak kerusakan jalan akibat kelebihan beban muatan kendaraan (tonase) dapat dicegah.
Kabupaten Rembang juga belum mempunyai alat dan personil untuk melakukan
pemantauan rutin terhadap kualitas jalan sehingga sering mendapatkan aduan masyarakat
tentang kerusakan jalan. Di samping itu sepertiga wilayah Kabupaten Rembang merupakan
kawasan hutan sehingga banyak jalan dan jembatan penghubung antar desa maupun
kecamatan ada pada lahan aset Kementerian Kehutanan.
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b) Irigasi dan drainase

Pembangunan sumber daya air di Kabupaten Rembang terus mengalami peningkatan
dalam rangka menyediakan pemenuhan air baku untuk air minum, irigasi maupun industri.
Luas layanan areal irigasi sebesar 21.193,45 ha tercakup dalam 293 Daerah Irigasi (DI) yang
terdiri dari 1 DI kewenangan pusat, 1 DI kewenangan provinsi, 329 DI kewenangan
kabupaten dan 167 DI kewenangan desa. Kondisi jaringan irigasi yang baik pada tahun 2018
sebesar 18.438 Ha dari luas area irigasi 21.193,45 Ha atau 87.00%. Perkembangan Jaringan
Irigasi dan Pemenuhan Air Baku di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.37
Perkembangan Jaringan Irigasi dan Pemenuhan Air Baku
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018

1 Kewenangan Pengelolaan Daerah 19,561 19,561 16,742 17,166 18,438
Irigasi (Luas lIrigasi Kabupaten dim
kondisi baik dari total 21,193.45
hektar)

2 Pemenuhan Kebutuhan Air Baku (8,101,319 (8,101,319 |7,844,440 |9,228,753 |10,613,066
(embung-m3-dim ribuan)

Sumber : DPU TARU, 2019

Pembangunan sumber daya air diarahkan pada upaya meningkatkan jumlah
ketersediaan air baku melalui Pembangunan Embungisasi, Program Pengelolaan Sungai
Terpadu (PPST), dan Program Konservasi Sumber Daya Air. Kondisi tersebut menyebabkan
cakupan ketersediaan air baku untuk irigasi maupun untuk industri masih relatif kurang.

Neraca ketersediaan air pada studi tentang Penyusunan Rencana Induk Penyediaan
Air Baku di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Neraca Air Kabupaten Rembang
upT KECAMATAN KEB.IRIGASI | KEB.AIR BERSIH KEB.TOTAL QTERSEDIA | HASIL(itr/dtk) | (m3/dtk)
Sumber 6009,5 1,16 6010,66 1464,07 -4546,59 -4,54659
Kaliori 5361,74 3,07 5364,81 6765,07 1400,26 1,40026
BARAT  [Bulu 3219,34 1,49 3221,33 10268,15 7046,32 7,04682
Rembang 2626,61 8,59 2635,2 65,5 -2569,7 -2,5697
Sulang 650,52 51 655,62 165,78 -489,84 -0,48984
Pancur 3030,3 3,16 3033,46 349,45 -2684,01 -2,68401
Lasem 1659,06 8,54 1667,6 148,19 -1519,41 -1,51941
TENGAH Pamotan 1935,23 7,63 1942,86 983,2 -959,66 -0,95966
Gunem 2207,56 1,46 2209,02 1643,12 565, 20,5659
Sale 3195,66 1,27 3196,93 767,43 224295 -2,4295
Sedan 3260,73 2,69 3263,42 381,5 -2881,92 -2,88192
TIMUR ~ [Kragan 5928,6 0,92 5929,52 525,45 -5404,07 5,40407
Sarang 3511,37 5,19 3516,56 3018,35 -498,21 20,49821
Sluke 1747,25 1,12 1748,37 275,92 -1472,45 -1,47245

Sumber : DPU TARU, 2019
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Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih adalah dengan adanya
rencana pembangunan embung-embung dan bendung-bendung baru di wilayah Kabupaten
Rembang, dan penyelidikan air tanah yang lebih detail khususnya di wilayah yang mengalami
kekurangan air sehingga nantinya diharapkan dengan adanya rencana pembangunan
tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah
kecamatan yang mengalami kekurangan akan ketersediaannya.

Adapun untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada kecamatan-kecamatan yang
memiliki nilai neraca air minus, arahan pemenuhan kebutuhannya dilakukan dengan
optimalisasi fungsi embung pada masing-masing wilayah tersebut. Berdasarkan Perda
Kabupaten Rembang No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang, Rencana pembangunan dan pengelolaan embung di Kabupaten Rembang meliputi
sebagai berikut:

a) Embung Lodan dengan kapasitas kurang lebih 5.390.000 m® di Kecamatan Sarang.

b) Embung Banyukuwung dengan kapasitas kurang lebih 2.416.000 m3 di Kecamatan
Sulang.

c) Embung Grawan dengan kapasitas kurang lebih 42.000 m3 di Kecamatan Sumber.

d) Embung Panohan dengan kapasitas kurang lebih 1.165.000 m3 di Kecamatan Gunem.

e) Embung Tlogo dengan kapaasitas kurang lebih 3.700.000 m3 di Kecamatan Bulu.

f)  Embung Gedari dengan kapasitas kurang lebih 166.000 m3 di Kecamatan Sluke.

g) Embung Trenggulunan dengan kapistas kurang lebih 4.000.000 m3 di Kecamatan
Pancur.

h) Embung Pasedan dengan kapasitas kurang lebih 64.420.000 m3 di Kecamatan Bulu.

i)  Embung Gambiran dengan kapasitas kurang lebih 3.090.000 m3 di Kecamatan
Pamotan.

i) Embung Palemsari dengan kapasitas dengan kapasitas kurang lebih 340.000 m3 di
Kecamatan Sumber.

k) Embung Sendangmulyo dengan kapasitas kurang lebih 3.270.000 m3 di Kecamatan
Bulu.

I)  Embung Kaliombo dengan kapasitas kurang lebih 2.150.000 m3 di Kecamatan Sulang.

m) Embung Sambiroto dengan kapasitas kurang lebih 7.070.000 m3 di Kecamatan Sedan.

n) Embung Mojosari dengan kapasitas kurang lebih 2.630.000 m3 di Kecamatan Sedan.

Rencana embung tersebut telah terealisasi sebanyak 4 unit yaitu Embung Lodan,
Embung Banyukuwung, Embung Grawan dan Embung Panohan. Embung Lodan mempunyai
volume tampungan mencapai 4,6 juta m? yang dimanfaatkan untuk irigasi dan air baku.
Embung Banyukuwung berfungsi sebagai pengendali banjir, irigasi dan air baku dengan
kapasitas volume mencapai 2,426 juta m?. Embung Grawan mempunyai volume sebesar 0,47
juta m?® dan Embung Panohan mempunyai volume sebesar 0,82 juta m?>. Embung / Waduk
panohan belum dapat digunakan secara optimal karena masih ada permasalahan terkait
proses tukar menukar lahan dengan Perhutani.

Selain empat embung besar yang pengelolaannya dilakukan oleh BBWS Pemali
Juawana, terdapat 7 embung mini yang pembangunannya dilakukan oleh Dinas Pusdataru
Propinsi Jawa Tengah yaitu Embung Wiroto, Embung Sridadi, Embung Jurangjero, Embung
Ronggomulyo, Embung Warugunung, Embung Maguan dan Embung Sekarsari. Pemerintah
Kabupaten juga melakukan pembangunan embung berupa embung pertanian yang terus
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mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebanayak 211 embung mejadi 237 unit
embung pada tahun 2018 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang.
Mengingat kondisi Kabupaten Rembang yang relatif kering maka perlu penambahan
bangunan tampungan air dengan kapasitas yang cukup besar untuk keberlanjutan air baku di
Kabupaten Rembang.

Tabel 2.39
Data Embung di Kabupaten Rembang 2014-2018
Embung
Tahun Besar Sedang Kecil Jumlah
2014 17 52 142 211
2015 17 52 142 211
2016 17 52 148 217
2017 17 52 166 235
2018 17 52 168 237

Sumber : Dintanpan, 2019 diolah

Pembangunan tampungan air di Kabupaten Rembang sebagian besar terkendala
pengadaan lahan dan relokasi permukiman yang terjadi pada rencana pembangunan
Embung Kaliombo dan Embung Tlogo. Sehingga perencanaan anggaran ke depan harus
diprioritaskan untuk pengadaan lahan sebagai tampungan-tampungan air agar air
permukaan run off air menuju hilir dapat diperlambat. Selain itu untuk rencana bangunan
penampung air lainnya harus segera dibuat perencanaan yang matang sehingga skenario
penyediaan air baku di Kabupaten Rembang dapat berjalan secara optimal.

Saluran drainase di Kabupaten Rembang sepanjang 24,95 km. Pada tahun 2018
saluran drainase dalam kondisi baik adalah sepanjang 20,17 km, sedangkan kondisi rusak
sepanjang 4,78 km yang berfungsi sebagai saluran untuk pembuangan industri, niaga dan
pemukiman penduduk. Panjang drainase ini mengalami perbaikan rata-rata pertahun 1,04%.
Hal ini mengindikasikan masih perlu penataan jaringan drainase yang baik di seluruh wilayah
Kabupaten, terutama drainase yang berada pada kawasan pemukiman yang bersentuhan
langsung dengan penduduk. Adapun pengembangan jaringan drainase harus dilakukan
dengan mengikuti kontur tanah dan sungai sebagai muara akhir agar jaringan drainase dapat
berfungsi secara sempurna untuk saranan pembuangan. Disisi lain drainase jalan juga perlu
pembangunan dalam rangka pencegahan terjadinya banjir. Perkembangan Panjang Saluran
Drainase Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Perkembangan Panjang Saluran Drainase di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018
1 |Panjang Drainase (km) 25,95 25,95 23.74 | 24.06 24.95
2 |Panjang Drainase dalam Kondisi Baik (km) 16,35 16,60 17.74 18.38 20.17
3 |Panjang Drainase dalam Kondisi Rusak (km) 9,60 9,35 6.00 5.68 4.78

Sumber: DPU TARU, 2019
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c) Penataan ruang
1) Ketaatan Terhadap RTRW
Saat ini Kabupaten Rembang telah memiliki payung hukum terkait dengan tata ruang
dan rencana pengembangannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang. Sejak
terbitnya Perda RTRW maka seluruh perijinan pemanfaatan ruang harus mendapatkan
rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), namun demikian
sampai saat ini belum tersedia data terkait persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap
pemanfaatan ruang di masa mendatang perlu ditingkatkan. Pada tahun 2016 dilaksanakan
evaluasi Perda RTRW guna mengevaluasi kesesuaian dengan kebijakan seiring dengan
perkembangan pembangunan di daerah yang begitu cepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen review Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Rembang pada tahun 2017. Selanjutnya sebagai persyaratan proses legislasi
Revisi RTRW Kabupaten Rembang disusun dokumen naskah akademis dan kajian lingkungan
hidup strategis perubahan RTRW Kabupaten Rembang.
2) Luas Wilayah Industri
Luas kawasan industri di Kabupaten Rembang diwujudkan dalam pola ruang kawasan
peruntukan industri sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang. Kawasan peruntukan industri dalam RTRW terbagi
menajdi tiga yaitu kawasan peruntukan industri besar, kawasan peruntukan industri
menengah dan kawasan peruntukan industri kecil. Kawasan peruntukan industri besar seluas
869 hektar ke depan diarahkan untuk dikelola menjadi kawasan industri. Adapun rencana
peruntukan kawasan industri besar tersebut terletak di Kecamatan Rembang, Sluke dan
Gunem. Sementara itu kawasan peruntukan industri menengah terletak di sepanjang koridor
pantura yaitu Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.
3) Luas Wilayah Kebanjiran
Kondisi Kabupaten Rembang yang berada di kawasan dataran rendah dan merupakan
hilir dari aliran air maka banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten
Rembang. Secara detail data mengenai luas wilayah yang mengalami kebanjiran memang
belum tersedia. Berdasarkan Pasal 18 Perda Nomor.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan
Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan,
Kecamatan Sale, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kaliori dan Kecamatan Sumber.
4) Luas Wilayah Kekeringan
Selain kebanjiran, Kabupaten Rembang juga berpotensi terkena bencana kekeringan.
Kawasan yang rawan terkena dampak kekeringan adalah daerah tengah misalnya Gunem,
Pancur, Kaliori, Rembang, Sarang, Kragan, Lasem. Meskipun tidak menutup kemungkinan
juga daerah-daerah lain juga berpotensi terkena bencana kekeringan.
5) Luas Wilayah Perkotaan
Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama di luar fungsi
pertanian. Fungsi tersebut dapat berupa industri, perdagangan dan jasa, maupun
permukiman dengan ciri perkotaan. Oleh karena itu, permukiman yang dikembangkan
mengacu pada fungsi yang mendukung aktivitas non pertanian yang memiliki karakteristik
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pola perkembangan menyebar, kompleksitas dan mobilitas tinggi. Di Kabupaten Rembang
berdasarkan lampiran permukiman Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah, luas kawasan permukiman perkotaan sebesar 3.214 hektar yang tersebar di ibukota
kabupaten maupun ibukota kecamatan.
d. Perumahan rakyat dan pengawasan permukiman

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan belum
diikuti dengan penyediaan rumah oleh pemerintah daerah. Pada saat ini sebagian besar
kebutuhan rumah dipenuhi oleh pihak swasta. Pada masa mendatang peran pemerintah
daerah perlu ditingkatkan dalam membantu menyediakan lahan dan pembangunan rumabh.
Hal tersebut dimaksudkan agar harga rumah relatif lebih murah dan terjangkau oleh
masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain adanya kekurangan rumah
(backlog), rumah yang belum memenuhi standar kelayakan bangunan cukup besar di
Kabupaten Rembang menurut data PBDT Tahun 2015 yaitu mencapai 59.453 unit atau
sebesar 33,1 % dari jumlah rumah di Kabupaten Rembang. Hingga tahun 2018, RTLH
tersebut telah dilakukan peningkatan kualitas rumah sebanyak 4.604 unit. Selengkapnya
data Rumah Tidak Layak Huni serta realisasi penanganannya dapat dilihat pada tabel di
bawabh ini.

Tabel 2.41
Data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rembang Tahun 2016-2018

Realisasi Rehabilitasi RTLH Data

No Kecamatan Data RTLH (PBDT 2015) RTLH
2016 2017 2018 2018

1 Sumber 5,115 31 133 54 4,897
2 Bulu 3,735 60 38 83 3,554
3 Gunem 3,054 0 41 68 2,945
4 Sale 3,242 11 197 56 2,978
5 Sarang 5,480 89 138 87 5,166
6 Sedan 6,414 283 221 191 5,719
7 Pamotan 5,840 83 106 494 5,157
8 Sulang 4,603 44 62 95 4,402
9 Kaliori 4,165 0 199 134 3,832
10 | Rembang 4,064 105 240 197 3,522
11 | Pancur 3,406 231 26 99 3,050
12 | Kragan 4,884 66 108 127 4,583
13 | Sluke 2,490 20 33 50 2,387
14 | Lasem 2,961 51 74 179 2,657
Jumlah 59,453 1,074 1,616 1,914 54,849

Sumber: DPKP, 2019

Pembangunan perumahan harus memperhatikan peraturan-peraturan serta
mengacu pada RTRW untuk menjaga integrasi pembangunan vyang berkelanjutan.
Pembangunan yang tidak memperhatikan aturan akan memunculkan masalah-masalah
lingkungan permukiman. Salah satu permasalahan pokok sektor permukiman di Kabupaten
Rembang adalah kondisi permukiman kumuh, hal tersebut banyak ditemukan pada
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permukiman pesisir. Kekumuhan itu terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat
nelayan yang umumnya rendah, juga adanya ancaman abrasi dan akresi, serta kondisi lahan
yang sulit untuk dikembangkan sistem drainase yang memadai. Pada tahun 2014,
Pemerintah Kabupaten Rembang dengan bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
telah melalukan identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditetapkan dalam
SK Bupati Nomor. 050/0960/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan kawasan
kumuh perkotaan berada pada 14 desa dengan luas mencapai 114,407 Ha. Luasan kumuh
tersebut menjadi target RPJMN kota tanpa kumuh pada tahun 2019.

Mengingat lokasi kawasan kumuh yang dinilai masih sangat terbatas, pada tahun
2016 dilakukan pemutakhiran ulang terhadap SK Kumuh pada tahun 2014. Pemutakhiran
data tersebut difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan pada tahun 2017 ditetapkan kembali SK
Bupati Nomor. 050/787/2017 tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh
di Kabupaten Rembang. SK tersebut menetapkan 19 kawasan permukiman kumuh dengan
luas kawasan kumuh mencapai 290,45 Ha. Progres pengurangan luas kawasan kumuh di
Kabupaten Rembang sangat lambat. Pada Tahun 2018, luas pengurangan kawasan kumuh di
Kabupaten Rembang baru mencapai 6,16 Ha. Selengkapnya luas pengurangan kawasan
kumuh di Kabupaten Rembang sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.42

Luas Pengurangan Kawasan Kumuh di Kabupaten Rembang Tahun 2017-2018

No Kecamatan Desa / Kelurahan 2017 2018 +/-
1. | Rembang Tanjungsari 20.2 ha 20.2 ha 0 ha
Pasarbanggi 6.86 ha 4.71 ha -2.15 ha
Padaran 36.94 ha 36.94 ha 0 ha
Gegunungwetan 4.77 ha 4.77 ha 0 ha
Gegunungkulon 5.02 ha 5.02 ha 0 ha
Kabongan Lor 3.82 ha 3.82 ha 0 ha
Sukoharjo 5.83 ha 5.83 ha 0 ha
2. | Lasem Dorokandang 1.98 ha 0.90 ha -1.08 ha
Ngemplak 2.93 ha 0 ha -2.93 ha
Babagan 15.9 ha 15.9 ha 0 ha
Soditan 8.38 ha 8.38 ha 0 ha
Gedongmulyo 33.63 ha 33.63 ha 0 ha
Sumbergirang 7.25 ha 7.25 ha 0 ha
3. | Pamotan Sidorejo 20.34 ha 20.34 ha 0 ha
Pamotan 23.61 ha 23.61 ha 0 ha
Bangunrejo 19.99 ha 19.99 ha 0 ha
4. | Kragan Tegalmulyo 46.32 ha 46.32 ha 0 ha
Kragan 12.05 ha 12.05 ha 0 ha
Karangharjo 14.63 ha 14.63 ha 0 ha
TOTAL 290.45 ha 284.29 ha -6.16 ha

Sumber: DPKP, 2019

Selain penataan kawasan permukiman kumuh, mengingat sejarah Kabupaten
Rembang yang sangat panjang maka banyak terdapat kawasan permukiman tradisional yang
perlu ditata dan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pada tahun 2017 telah disusun
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Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di kawasan perkotaan Lasem yang merupakan
perpaduan dari budaya Jawa dan Tionghoa. Penyusunan ini selain untuk meningkatkan
kualitas permukiman juga bertujuan untuk melindungi bangunan-bangunan pusaka yang ada
di wilayah tersebut. Ke depan akan disusun juga masterplan kawasan-kawasan permukiman
tradisional dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi
masyarakat.

Dalam rangka peningkatan kualitas perkotaan sebagaimana amanat Undang-Undang
No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kabupaten Rembang berkomitmen untuk
menyediakan minimal 20 % Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan. RTH publik perkotaan
berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat diwujudkan sebagai kawasan hijau
pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau
pemakaman, kawasan hijau sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan rel KA, kawasan
hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Selengkapnya RTH di Kabupaten Rembang
pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Rembang
NO NAMA RTH LOKASI TIPOLOGI RTH JENIS RTH LUAS (M2)
Alun-alun Kota Ualan KH. Mas Mansyur Kel Kutoharjo Kec|Publik Taman Kota 12.722
Rembang Rembang.
Taman Borotugel I Pahlawan (belakang RSUD) ds Publik Taman Kota 10.400
Kabongan Kidul kec Rembang.
RTH Desa Jalan Mondoteko Desa Mondoteko Publik Taman Kota 29.000
Mondoteko Kecamatan Rembang.
RTH KBT Tasikagung Ul Pelabuhan Periknan Pantai Tasik agung [Publik Taman Kota 5.200
ds Tasikagung Kec Rembang.
. [Taman Tugu Batas |lalan Gajahmada ds Banyudono Publik Taman Kota 420,84
Kota Barat Kecamatan Kaliori
. [Taman Tugu Jalan Sudirman Desa Tireman Kecamatan [Publik Taman Kota 420,84
Bataskota Timur Rembang
. [Taman Tugu PKK Ualan Gajah Mada Kelurahan Magersari  |Publik Taman Kota 130,38
Kecamatan Rembang
. [Taman Tugu Adipuraalan Gajah Mada — Diponegoro Kel Publik Taman Kota 147,33
Kutoharjo kec Rembang
. [Taman Balai Kartini |Jalan Diponegoro Desa Pandean Publik Taman Kota 437,8
Kecamatan Rembang
10. [Taman Tugu Lilin Ualan Veteran Kelurahan Kutoharjo Publik Taman Kota 411
Kecamatan Rembang
11. [Taman Depan Jalan Sudirman Kelurahan Kutoharjo Publik Taman Kota 269
Terminal Kecamatan Rembang
12. Pemakaman Ualan Majapahit Kelurahan Sidowayah  |Publik Pemakaman 74.135
Krapyak Kecamatan Rembang.
13. Pemakaman Ualan Rembang — Blora Desa Turusgede |Publik Pemakaman 54.253
Turusgede Kecamatan Rembang
14. Ualur Hijau Jalan Ul Kartini Kel Kutoharjo, Kel Leteh, ds Publik Ualur pejalan kaki 677,51
Kartini Sawahan Kecamatan Rembang.
15. Ualur Hijau JI Dr. Ul dr. Sutomo Kel Kutoharjo, Kel Leteh Publik Ualur Pejalan Kaki 868,62
Sutomo Kecamatan Rembang
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NO NAMA RTH LOKASI TIPOLOGI RTH JENIS RTH LUAS (M2)
16. Ualur Hijau JIHOS. Ul HOS. Cokroaminoto Kel Kutohar jo,kel [Publik Ualur Pejalan Kaki 1.328,44
Cokroaminoto Leteh, kel Sidowayah, ds Suko harjo,ds
Kabngankidul kec Rembng.
17. Jalur Hijau Jalan Ul Pemuda ds Sumberjo, Kel Leteh, ds Publik Ualur Pejalan Kaki 4.050,04
Pemuda Kabongankidul, ds Ngotet, ds Mondoteko
Kec Rembang.
18. [Hutan Kota Besi Ul Rembang—Blora ds Turusgede Kec Publik Hutan Kota 200.000
Rembang
19. |Hutan Kota Ul Clangapan ds PasarBanggi Kec Publik Hutan Kota 22.434
Rowosetro Rembang
20. Hutan mangrove Ualan - Desa Tireman Kecamatan Publik RTH Sempadan 280.000
Desa Tireman Rembang. Pantai
21. Hutan mangrove ds |lalan-ds Pasar Banggi Kec Rembang Publik RTH Sempadan 485.000
Pasar Banggi Pantai

Sumber: DPKP, 2019

Sebagian besar RTH sebagaimana tercantum di atas berlokasi di Kecamatan
Rembang. Luas Ruang Terbuka Hijau di atas mencapai 118,23 Ha yang terdiri dari taman aktif
maupun pasif. Dilihat dari luas kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Rembang yang
mencapai 3.214 Ha, maka prosentase RTH Publik di Kabupaten Rembang baru mencapai 3,68
%. Untuk memenuhi amanat Perda Tata Ruang sebesar 20 % dari luas perkotaan atau sekitar
642,8 hektar maka masih terdapat kekurangan luas RTH publik sebesar 524,57 hektar. Sejak
Tahun 2018, Pemkab Rembang mulai melakukan penataan RTH di luar Perkotaan Rembang
untuk mewujudkan target luasan sebagaimana amanat Perda Tata Ruang. Beberapa kendala
yang dihadapi dalam pemenuhan luasan RTH publik tersebut antara lain kurangnya lahan di
perkotaan. Sehingga upaya perwujudan RTH Publik harus diiringi dengan kesiapan lahan di
kawasan perkotaan.

e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kabupaten Rembang sebagai salah satu kabupaten yang terletak di jalur utara Pulau
Jawa merupakan wilayah yang sangat strategis. Kabupaten Rembang ini dilewati jalur utama
perekonomian di Jawa Tengah dan juga Pulau Jawa bagian utara sehingga tingkat mobilitas
transportasi manusia dan barang sangat tinggi. Hal tersebut berpotensi menyebabkan
ancaman gangguan ketertiban dan keamanan. Pada tahun 2014 Jumlah tindak kriminal
dalam 1 tahun sebanyak 121 kasus, menurun menjadi 67 kasus pada tahun 2017 dan
meningkat menjadi 82 kasus pada Tahun 2018.Perkembangan Angka Kriminalitas Kabupaten
Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Angka Kriminalitas di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
. .. Tahun

No Jenis Kasus Kriminal 2014 2015 2016 | 2017 | 2018
1 Narkoba 4 6 19 15 16
2 Pembunuhan 1 0 2 0 1

3 Seksual 18 8 5 3 10
4 Penganiayaan 24 34 16 9 14
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5 Pencurian 44 57 36 21 32
6 Penipuan 29 18 12 18 9
7 Pemalsuan Uang 1 0 0 1 0

Jumlah 121 123 90 67 82

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

f. Sosial

Pada tahun 2017 instrumen yang paling banyak diterima rumah tangga di Kabupaten
Rembang adalah BPNT (dulunya paket raskin/rastra), yaitu sebanyak 81,77 persen. Berturut-
turut adalah instrumen Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
sebesar 27,84 persen, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar 17,49 persen dan Program
Keluarga Harapan (PKH) sebesar 9,02 persen.

Fokus penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten
Rembang adalah pada kelompok lansia terlantar dan disabilitas berat karena kelompok
tersebut termasuk kelompok miskin absolut individu. Adapun data pada tahun 2018 untuk
lansia terlantar sebanyak 600 orang dan disabilitas berat 300 orang. Sedangkan
permasalahan PMKS yang lain sudah ditangani oleh perangkat daerah terkait. Agar supaya
bisa menangani permasalahn PMKS kategori tersebut maka dilakukan pemberian bantuan
jaminan biaya hidup diatas garis kemiskinan, sehingga diharapkan biaya hidup tiap bulan
bisa tercukupi dan tertangani dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh semua pihak
terkait, mulai dari pemerintah, dunia usaha melalui forum CSR, Baznas maupun personal

responsibility. Perkembangan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
Kabupaten Rembang pada kurun waktu Tahun 2014 - 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.45
Populasi dan Penanganan PMKS di Kabupaten Rembang

No Tahun Jumlah PMKS PMKS tertangani Prosentase (%)
1 2014 11.544 248 2,15

2 2015 11.544 372 3,22

3 2016 11.544 197 1,71

4 2017 11.544 265 2,30

5 2018 11.544 311 2,70

Sumber : Dinsos PPKB, 2019

Berdasarkan Tabel 2.45 terlihat bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Rembang setiap
tahunnya masih tetap sama yakni sebanyak 11.544 jiwa, sedangkan jumlah PMKS yang
tertangani setiap tahunnya cenderung fluktuatif. Prosentase tertinggi jumlah PMKS yang
tertangani terdapat di tahun 2015 yakni sebesar 3,22% atau sebanyak 372 jiwa, sedangkan
prosentase terkecil jumlah PMKS yang tertangani terdapat di tahun 2016 yakni sebesar
1,71% atau sebanyak 197 jiwa. Meskipun jumlah PMKS yang tertangani mengalami
penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2015-2016, namun secara umum jumlah PMKS
yang tertangani setelahnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

DN | KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020



2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
No Uraian 2014 2015 2016 | 2017 2018
1 | Tk Partisipasi Angkatan Kerja (%) 68,13 | 66,97 | 56,4 | 70,78 | 67,46
2 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,23 4,51 4,3 3,19 2,87

Sumber: BPS, 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rembang selama kurun waktu
5 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2018 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun
2015 dan 2016 TPAK selalu menurun dibandingkan Tahun 2014, meningkat di Tahun 2017
menurun menjadi 70,78%. Kemudian pada tahun 2018 angka TPAK turun lagi menjadi
67,46%. Penurunan TPAK tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja
yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Rembang semakin berkurang.

Sedangkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten
Rembang sejak tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan kinerja yang baik yaitu mengalami
penurunan, dari 5,23 % menjadi 2,87%. Persentase TPT yang menurun menunjukkan bahwa
terdapat kenaikan angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. TPT pada tahun 2018
menunjukkan 2,87%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebagai angkatan kerja
yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa, sebanyak 2,87 orang merupakan
pengangguran.

Sementara itu, Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.47

Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan | 2018
1 | Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi Orang 496

kompetensi
2 | Presentase pelatihan yang bersertifikat % 80
3 | Presentasi tenaga kerja yang ditempatkan % 68,1
4 | Rasio penduduk yang bekerja % 96,81
5 | Rasio ketergantungan % 41,28
6 | % lembaga ketenagakerjaan yg memenuhi syarat operasional % 80
7 | % perselisihan pengusaha-pekerja yg diselesaikan % 100
8 | Presentase peserta BPJS Ketenagakerjaan % 75

Sumber: DPMPTSPNaker, 2019

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Pemberdayaan Perempuan
Perkembangan persentasi IPG di Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat
pada grafik berikut:
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Rembang 2018
Grafik 2.19
Perkembangan IPG Kabupaten RembangTahun 2014-2018
Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Rembang dari tahun
dalam 5 tahun (2014-2018) menunjukkan tren yang meningkat, hingga pada Tahun 2017
nilai IPG Kabupaten Rembang mencapai 86,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan
antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rembang semakin mendekati kesetaraan.
Meskipun demikian, nilai tersebut masih tergolong rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa
masih terjadi ketimpangan dan ketidaksetaraan gender di Kabupaten Rembang. Dalam
persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Rembang masih belum bisa dinikmati
secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam
kehidupan ekonomi dan politik. IDG dan Komponen Kabupaten Rembang Tahun 2014-2017
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.48
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponen di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2017

Komponen Tahun
2014 2015 | 2016 | 2017
Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) 17,78 20,00 na 22,22
Perempuan sbg Tenaga Profesional (%) 36,82 45,52 na 55,66
Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) 31,27 31,68 na 31,69
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 66,43 70,35 na 72,45

Sumber: BPS, 2018

Peningkatan kualitas hidup perempuan di kabupaten Rembang dapat dilihat dari
jumlah perempuan di parlemen. Persentase keterlibatan perempuan di Parlemen terus
meningkat dari tahun 2014, hingga mencapai 22,22% pada tahun 2017.Hal ini selaras dengan
nilai IDG Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan hingga Tahun 2017 mencapai
angka 72,45%.

b) Perlindungan Anak

Kabupaten Rembang menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA)
dengan kategori Madya. Beberapa indikator terkait penilaian Desa Ramah Anak tersebut
seperti pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Hingga kini pemerintah masih
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melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten
Rembang. Adapun data kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel di
bawabh ini.

Tabel 2.49
Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pppt Semai “Rwc3” Rembang
JUMLAH JENIS KASUS

NO TAHUN KASUS FISIK SEKSUAL PSIKOLOG PENELANTARAN
1 2014 14 11 1 0 1

2 2015 12 10 2 0 0

3 2016 18 12 43 2 4

4 2017 6 3 0 0 4

5 2018 5 3 2 0 0

Sumber : Dinsos PPKB, 2019

Jumlah kekerasan terhada perempuan dan anak di Kabupaten Rembang dari tahun
2014-2018 mengalami fluktuasi. Kenaikan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 18
korban, adapun penurunan yang terjadi mulai 2017 sebanyak 6 korban dan 2018 sebanyak 5
korban. Penurunan tersebut dikarenakan adanya edukasi terkait dengan hal-hal yang dapat
mengantisipasi kejadian kekerasan terhadap perempuan serta semakin tingginya kesadaran
masyarakat akan kesetaraan gender.

Sementara itu, dalam peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan
kualitas hidup anak dilakukan meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan
hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Hak tumbuh kembang meliputi
hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup vyang layak bagi
perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak kelangsungan hidup meliputi
hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar
kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk
menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan
meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak
identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan
dokumen akta kelahiran. Capaian pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan
dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 24
indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dengan hasil pemeringkatan capaian pemenuhan hak anak berdasarkan
kategori tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama. Capaian
pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, dan tingkat madya, di
kabupaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 2.50
Capaian Tingkat Pratama Kabupaten Rembang

TAHUN PEROLEHAN
2014 NINDYA
2015 TINGKAT MADYA
2016 TINGKAT MADYA
2017 TINGKAT MADYA
2018 TINGKAT MADYA

Sumber : Dinsos PPKB, 2019

Dari tabel diatas capaian Tingkat Pratama Kabupaten Rembang diraih pada Tahun
2014 dan sejak tahun 2018 meningkat menjadi madya sampai sekarang. Kedepan akan
ditingkatkan capaiannya yang lebih baik. Untuk meningkatkan Capaian yang lebih tinggi
kearah nindya maupun utama perlu didorong dalam implementasi secara nyata dalam
melaksanakan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak
sebagai upaya penyiapan generasi penerus bangsa ke depan.

c. Pangan

Berkaitan dengan konsumsi pangan dan keamanan pangan, dapat diketahui dari Skor
Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Kabupaten Rembang belum mencapai angka ideal,
dengan skor tahun 2013 sebesar 86,7% dan Tahun 2014 naik sebesar 86,8%, namun terjadi
penurunan di Tahun 2015, dan 2016. Pada tahun 2017 skor PPH Kabupaten Rembang
kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,58% dan pada tahun 2018 sebesar 86,8%.
Nilai PPH yang masih di bawah standar mengindikasikan kurang seimbangnya konsumsi
kelompok pangan. Untuk menyeimbangkan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan
takaran energi diperlukan perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat. Konsumsi
makanan tinggi karbohidrat seperti beras sebaiknya diubah menjadi bahan lain dengan
kandungan karbohidrat/energi yang lebih rendah seperti ubi atau pangan subtitusi lain.
Konsumsi pangan hewani, sayur dan buah perlu ditingkatkan sebagai sumber protein dan
vitamin. Sayur dan buah terutama sangat penting sebagai sumber vitamin sehingga penyakit
kekurangan vitamin dan mineral dapat ditekan.

Tingkat konsumsi energi Kabupaten Rembang pada Tahun 2017 mencapai 1.983,3
kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini
menunjukkan bahwa konsumsi energi mendekati standar konsumsi energi sebesar 2.000
kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein sesuai dengan standar. Kondisi ini
menunjukkan bahwa konsumsi energi rata-rata penduduk sudah cukup baik, namumupaya
mengurangi ketergantungan terhadap beras tentunya perlu ditempuh melalui upaya untuk
menaikkan pemanfaatan sumber karbohidrat dari bahan lokal seperti jagung, ketela dan ubi
sebagai alternatif konsumsi. Guna penganekaragaman bahan pangan, perlu dipilih bahan-
bahan lokal yang dapat diolah sebagai pangan alternatif selain beras.

Secara rinci Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun
2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.51
Perkembangan Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
No Indikator 2014 2015 2016 2017 | 2018
1 Skor Pola Pangan Harapan (%) 86,8 85,9 85,4 87,58 | 86,8
2 | Ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari) 5.000 | 5.280 | 5.044 | 6.515 | 5.044
3 Ketersediaan informasi pasokan harga & akses 100 100 100 100 100
pangandaerah (%)
4 | Stabilitas harga dan pasokan pangan (%) 100 100 100 100 100
5 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%) 92 80 100 100 100
6 Penanganan daerah rawan pangan (%) 21 66,6 100 100 100
7 | % peningkatan kelas penyuluh/tahun (%) 8,12% 10% 10% 10% | 15,78
8 | Jml diklat formal/non formalyg diikuti penyuluh/th 18 20 15 15 16
9 | Jml Pos Penyuluhan desa/th (Posluhdes) 2 2 42 55 55
10 | % peningkatan kelas kelompok tani (%) 34,92 17 17 9,09 10

Sumber: Dintanpan, 2019

d. Pertanahan

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib
administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan Pertanahan adalah dalam penyelesaian
sengketa tanah garapan, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan, penyelesaian masalah tanah kosong, pemberian izin lokasi, penetapan tanah
ulayat, serta mempunyai kewenangan dalam Perencanaan penggunaan tanah.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terdapat 124 pengaduan kasus
pertanahan dan seluruhnya dapat diselesaikan. Sedangkan untuk peningkatan tertib
administrasi pertanahan di tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Administrasi Data Pertanahan di 14 kecamatan

Kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan diarahkan pada
upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum,
pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta fasilitasi dan sinkronisasi program-program
pemerintah di bidang pertanahan. Salah satunya dalam upaya reaktifasi kereta api komuter
di Kabupaten Rembang. Perlu dilakukan identifikasi terkait lahn-lahan yang merupakan asset
PT. KAl sekaligus fasilitasi untuk pengadaan lahan baru untuk mewujudkan program
reaktifasi kereta api di Kabupaten Rembang.

e. Lingkungan Hidup

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan membawa konsekuensi logis
meningkatnya jumlah sampah serta menurunnya kemampuan pengelolaan sampah dan
kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan telah menjadi salah satu
penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara itu penanganan masalah
sampah di Kabupaten Rembang masih belum optimal. Keberadaan tempat pembuangan
akhir (TPA) sampah yang ada belum memenuhi syarat kelayakan yaitu sistem operasional
TPA masih dengan sistem control landfill, fasilitas TPA untuk zona penimbunan belum
dilengkapi dengan bangunan kedap air, pengendalian gas tidak ada, serta instalasi
pengolahan lindi yang kondisinya rusak.
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Timbulan sampah di Kabupaten Rembang setiap tahun mengalami peningkatan
sebesar 4 %. Faktor umum yang menyebabkan meningkatnya produksi sampah perkotaan
diantaranya yaitu pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat sehingga telah
menyebabkan timbulan sampah di daerah perkotaan semakin tinggi, kendaraan pengangkut
baik jumlah maupun kondisinya kurang memadai, sistem pengelolaan TPA yang kurang tepat
dan tidak ramah lingkungan dan belum diterapkannya pendekatan reduce, reuse dan recycle
(3R). Selengkapnya data timbulan sampah di Kabupaten Rembang sampai dengan Tahun
2014-2018 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.52
Data Timbulan Sampah di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
NO | Kecamatan Jumlah Total Timbulan Sampah (kg/hari)

Desa 2014 2015 2016 2017 2018

1 | Sumber 18 10,389 10,426 10,475 12,221 12,650

2 | Bulu 16 7,931 7,958 7,995 9,381 9,653

3 | Gunem 16 7,092 7,134 7,184 8,087 8,706
4 | Sale 15 11,159 11,227 11,309 13,152 13,706
5 | Sarang 23 18,950 19,124 19,322 20,580 23,529
6 | Sedan 21 16,001 16,109 16,237 18,492 19,701
7 | Pamotan 23 13,611 13,664 13,733 16,926 16,591
8 | Sulang 21 11,482 11,554 11,640 13,407 14,112
9 | Kaliori 23 12,068 12,146 12,239 14,410 14,844
10 | Rembang 34 26,536 26,791 27,082 31,236 33,003
11 | Pancur 23 8,585 8,652 8,729 10,485 10,608
12 | Kragan 27 18,362 18,526 18,714 22,440 22,782
13 | Sluke 14 8,287 8,332 8,386 10,452 10,155
14 | Lasem 20 14,618 14,699 14,796 17,828 17,918
JUMLAH 294 185,070 186,340 187,841 219,097 227,956

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Data timbulan di atas merupakan perhitungan dari timbulan sampah per kapita
dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Rembang. Pengelolaan sampah di Kabupaten
Rembang terbagi menjadi empat yaitu pengelolaan yang dilakukan secara swadaya oleh
masyarakat, pengelolaan melalui bank sampah, pengelolaan melalui TPS 3R dan sampah
yang diangkut menuju TPA. Besaran sampah yang dikelola dengan 3R di Kabupaten Rembang
hanya sebesar 0,5 m3/hari atau sekitar 0,03% dari total timbulan sampah Kabupaten
Rembang dan sampah yang terkelola dengan 3R hanya di Kecamatan Rembang. Sedangkan
besaran sampah yang masuk ke TPA setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.53
Perbandingan Volume Sampah Terangkut dengan Total Timbulan Sampah
di Kabupaten Rembang

Volume sampah Total volume Total Timbulan
No | Nama Kecamatan 3R Panh vg sampah yang Sampah Se
terangkut ke TPA
terangkut Kabupaten
% m3/hari % m3/hari % m3/hari m3/hari
1 [Sumber - - - - - - 70,35
2 [Bulu - - - - - - 81,59

NHD)
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Volume sampah Total volume Total Timbulan
No | Nama Kecamatan 3R Panh vg sampah yang Sampah Se
terangkut ke TPA
terangkut Kabupaten
% m3/hari % m3/hari % m3/hari m3/hari
3  |Gunem - - - - - - 97,61
4 [Sale - - - - - - 136,61
5 |[Sarang - - 0,02% 0,25 0,02% 0,25 162,83
6 [Sedan - - - - - - 94,45
7 |Pamotan - - 1,02% 16 1,02% 16 229,71
8 [Sulang - - 0,19% 3 0,19% 3 73,59
9 |Kaliori - - - - - - 112,28
10 |Rembang 0,03% 0,5 9,38% | 147,45 9,41% 147,95 124,12
11 |Pancur - - - - - - 157,52
12 [Kragan - - 0,38% 6 0,38% 6 105,13
13 [Sluke - - 0,58% 9,2 0,58% 9,2 60,29
14 |Lasem - - 3,18% 50 3,18% 50 66,63
Jumlah 0,03% 0,5 14,75% | 231,9 14,78% | 232,4 1.572,71

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Volume sampah yang diangkut ke TPA berasal dari sampah permukiman maupun
sampah non permukiman. Pada tahun 2018, volume sampah yang terangkut sebesar 231,90
m3/hari dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Rembang yaitu 147,45 m3/hari (9,41%
dari jumlah total volume sampah se-Kabupaten Rembang). Hal ini dikarenakan Kecamatan
Rembang merupakan ibukota Kabupaten Rembang. Selain di Kecamatan Rembang,
Kecamatan Lasem juga mempunyai volume sampah terangkut yang besar, yaitu 50 m3/hari
(3,81%). Volume sampah yang terangkut ke TPA juga merepresentasikan tingkat pelayanan
eksisting sekarang ini. Untuk semakin meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di
Kabupaten Rembang sesuai dengan RTRW Kabupaten Rembang akan dilakukan
pengembangan TPA di Kecamatan Sulang. Diharapkan pengembangan TPA tersebut dapat
semakin meningkatkan umur teknis bangunan serta meingkatkan kondisi lingkungan
permukiman di Kabupaten Rembang..

Sarana pengumpulan sampah Kabupaten Rembang tahun 2014-2018 yaitu meliputi
truk sampah, truk container, container gerobak sampah, Tempat Pembuangan Sementara,
dan Tempat Pembuangan Akhir. Namun truk tinja, transfer depo, dan instalasi pengolah
limbah tinja masih belum ada unit yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Secara lebih
jelasnya,perkembangan banyaknya sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Rembang
tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Perkembangan Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

No Jenis Sarana 2014 2015 2016 2017 2018
1 | Truk Sampah (unit) 5 5 4 5 6
2 | Truk Kontainer (Unit) 7 7 5 6 8
3 | Kontainer (unit) 56 56 56 55 63
4 | Gerobak dan Becak Sampah (unit) 98 98 114 114 114
5 | Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 36 36 46 52 59
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No Jenis Sarana 2014 2015 2016 2017 2018
6 | Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1 1 1 1 1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan alat ukur sederhana untuk mengetahui
pencapaian dari upaya pemulihan lingkungan serta sebagai pembanding atau target untuk
setiap indikator dan standar yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Indeks Kualitas Lingkungan hidup sering digunakan sebagai acuan atau referensi
universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi yang ideal. Untuk
menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat dapat dilakukan dengan indeks kualitas
udara. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi
kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus
menggunakan satuan-satuan yang tak mudah dimengerti masyarakat. Indeks Kualitas Udara
(IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi
kualitas udara pada kurun waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Rembang menetapkan
Lokasi/titik pengambilan contoh mewakili aktivitas: Transportasi diambil sampel di
perempatan jaeni, Industri di PLTU Sluke, Perumahan di desa Sidowayah, Komersial
Perkantoran di jalan Pemuda km.2, dalam hal ini pengujian kualitas udara di lakukan oleh
DLH Provinsi Jawa Tengah yang sudah terakreditasi oleh KAN. Hasil pengujian udara tahun
2018 sebagai berikut.

Tabel 2.55
Pengukuran Kualitas Udara di Kabupaten Rembang Tahun 2018
No Lokasi Lama S02 co NO2 03 TSP PM10 Hc
* | pengukuran | pengukuran pug/Nm3 | pg/Nm3 | pg/Nm3 | pg/Nm3 | pg/Nm3 | pg/Nm3 | pg/Nm3
1 Perempatan | 1jam 65,63 3865,03 117,79 51,86 81,65 0,018 38,41
Jaeni
2 PLTU Sluke 1jam 64,21 5248,8 135,72 118,72 163,39 0,03 42,89
3 Desa 1jam 62,12 2879,45 106,53 41,76 52,63 0,012 35,11
Sidowayah
4 Jalan 1jam 63,37 3456,92 109,87 60,74 78,11 0,02 37,96
Pemuda
Km.2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Sedangkan untuk pengukuran kualitas atau pencemaran air sungai menggunakan
komposisi parameter fisik (bau, warna, jumlah zat padat terlarut, kekeruhan, rasa) kimia
(bahan an-organik : besi, seng, alumunium, kesadahan, klorida, mangan, pH, sulfat, serta
tembaga) dan bakteriologis (jumah kuman dan total coli). Kabupaten Rembang
menggunakan sampel pengujian kualitas di tiga sungai yaitu sungai Kalipang kecamatan
Sarang, sungai Babagan kecamatan Lasem, sungai Karanggeneng Rembang. Analisis
pengujian sampel dilakukan di laboratorium BBTPPI semarang yang sudah terakreditasi oleh
KAN. Dimana hasil pengujianya sebagai berikut.
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Tabel 2.56
Pengukuran Kualitas Air di Kabupaten Rembang Tahun 2018
Sungai pengambilan sampel Baku mutu
No | parameter Sat kalipang Karanggeneng babagan Kelas | Kelas Kelas Kelas
Smt | Smtll Smt | Smt il Smt | Smt il 1 1 v

1 TSS mg/| 25 28 34 26 27 44 50 50 400 400
2 pH 6,7 7,8 7,7 6,5 6,9 7,8 6-9 6-9 6-9 6-9
3 BOD mg/| 7.02 7,82 5,75 6,09 4,56 8,67 2 3 6 12
4 COD mg/| 10,56 | 13,42 15,79 17,65 20,65 38,67 10 25 50 100
5 DO mg/| 4,01 4,33 3,95 3,56 2,89 4,91 6 4 3 0
6 Total Coli jumlah/ | >2400 | >2400 >2400 >2400 >2400 >2400

100ml
7 e Coli Jumlah/ | >2400 | >2400 >2400 >2400 >2400 >2400

100ml

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Indikator terakhir untuk mengetahui kualitas lingkungan adalah tutupan lahan.

Tutupan lahan adalah kenampakan material fisik permukaan bumi. Tutupan

lahan

menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Informasi tutupan lahan
yang akurat merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan kinerja dari model-
model ekosistem, hidrologi, dan atmosfer sehingga kualitas lingkungan dapat diukur dengan
lebih akurat.Tutupan lahan di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari luas lahan dengan

kenampakan hutan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Rembang

Kekritisan Lahan (Ha)
No. Nama DAS Kawasan Tidak Potensial Agak . sangat Total
Kritis Kritis Kritis Kritis Kritis
1 Capluk Areal Penggunaan Lain | 17,979.86 97.34 82.41 31.20 16.09 18,206.90
2 Hutan Produksi 2,374.85 986.86 259.25 2.82 - 3,623.78
3 Panggung Areal Penggunaan Lain 2,679.69 - - - - 2,679.69
4 Jambangan Areal Penggunaan Lain 1,464.50 - - - - 1,464.50
5 Kiringan Areal Penggunaan Lain 1,395.35 - - - - 1,395.35
6 Lasem Areal Penggunaan Lain 14,804.18 | 1,501.04 906.61 400.83 201.59 | 17,814.25
Hutan Konservasi - 7.63 - - - 7.63
Hutan Lindung 38.43 37.85 324.55 109.89 - 510.72
Hutan Produksi 1,571.51 1,426.28 293.02 36.27 6.51 3,333.59
Hutan Produksi 121.24 1,066.04 191.65 13.30 4.27 1,396.50
Terbatas
8 Tasiksono Areal Penggunaan Lain 1,104.33 102.94 769.94 131.05 46.29 2,154.55
Hutan Lindung - - 36.66 21.56 24.05 82.27
9 Bonang Areal Penggunaan Lain 377.93 121.40 104.49 6.36 1.37 611.55
Hutan Lindung 2.02 4.64 68.54 31.97 - 107.17
Hutan Produksi 0.55 - - - - 0.55
10 | Leran Areal Penggunaan Lain 196.36 62.08 104.78 33.18 - 396.40
Hutan Produksi 32.63 30.45 36.35 32.95 - 132.38
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Kekritisan Lahan (Ha)

No. Nama DAS Kawasan Tidak Potensial Agak . sangat Total
Kritis Kritis Kritis Kritis Kritis

11 | Malang Areal Penggunaan Lain 464.27 78.71 140.07 48.83 - 731.88
Hutan Produksi 1.44 1.08 49.72 7.52 - 59.76

12 | Kladen Areal Penggunaan Lain 568.86 8.38 600.16 146.08 - 1,323.48
Hutan Lindung 13.05 - 305.01 74.07 - 392.13
Hutan Produksi - - 0.71 - - 0.71

13 | Sranduk Areal Penggunaan Lain 92.75 65.73 265.51 93.56 - 517.55
Hutan Lindung - - 0.05 - - 0.05

14 | Randualas Areal Penggunaan Lain 149.07 - 117.00 52.44 - 318.51

15 | Kepel Areal Penggunaan Lain 285.69 - 229.64 211.21 - 726.54
Hutan Lindung 11.81 - 136.99 8.83 - 157.63

16 | Kresak Areal Penggunaan Lain 613.53 98.30 246.85 5.31 12.26 976.25
Hutan Lindung 4.89 - 195.03 2.66 - 202.58

17 | Anyar Areal Penggunaan Lain 752.93 30.57 20.67 12.70 4.42 821.29

18 | Kesambi Areal Penggunaan Lain 11,433.45 | 1,616.36 971.12 220.15 26.68 14,267.76
Hutan Lindung 92.98 259.80 665.51 47.42 - 1,065.71
Hutan Produksi 1,486.93 963.49 18.13 81.46 - 2,550.01
Hutan Produksi 19.76 107.48 42.56 8.28 - 178.08
Terbatas

19 | Randugunting | Areal Penggunaan Lain 7,487.40 3.93 3.08 0.52 - 7,494.93
Hutan Produksi 497.30 326.97 42.72 16.66 - 883.65

20 | Serang Areal Penggunaan Lain 373.48 153.55 9.02 - 0.71 536.76
Hutan Produksi 1,213.13 358.62 3.03 - - 1,574.78
Hutan Produksi 235.29 147.27 6.37 - 1.10 390.03
Terbatas

21 | Temperak Areal Penggunaan Lain 4,447.96 21.21 - - - 4,469.17
Hutan Produksi 509.30 581.04 11.66 - - 1,102.00
Blank - - - - - -

22 | Solo Areal Penggunaan Lain 719.32 544 .32 3,227.20 416.98 - 4,907.82
Hutan Konservasi 4.07 - 11.80 - - 15.87
Hutan Produksi 80.54 1,557.20 3,502.72 68.46 - 5,208.92
Hutan Produksi 3.64 16.65 430.99 40.85 - 492.13
Terbatas
Jumlah 75,706.27 | 12,385.21 | 14,431.57 | 2,415.37 | 345.34 | 105,283.76

Sumber : Dintanpan, 2019

f.

sebagai berikut:

NHD)

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah

1. Pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Pelayanan pencatatan sipil;
3. Pengumpulan data kependudukan;
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4. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten/ Kota;
5. Penyusunan profilkependudukan Kabupaten/Kota.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam
rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan di masyarakat, meskipun demikian
masih ada beberapa indikator yang capaiannya masih belum sesuai dengan harapan.
Misalnya adalah persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk yang kinerjanya justru
mengalami mengalami tren menurun dengan capaian tahunan yang fluktuatif. Indikator
kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan
dengan kondisi 5 tahun yang lalu, yakni dari 59,52% pada 2011 menjadi 81% pada tahun
2015. Kedua indikator tersebut perkembangannya masih dibawah target yang termuat
dalam SPM. Sedangkan indikator SPM lainnya yang telah mampu mencapai target 100%
adalah kepemilikan kartu keluarga dan kepemilikan akta kematian.

Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Perkembangan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

) Capaian Tahun
No Indikator 2014 2015 | 2016 | 2017 2018
1 Persentase penduduk ber KTP per satuan | 89,20 87,52 94,00 98,40 98,24
Penduduk (%)
2 Persentase bayi ber-akte kelahiran (%) 94,25 96,45 95,6 97,91 98,45
3 | Persentase kepemilikan akta kelahiran (%) | 59,58 81 45,27 48,14 105
4 Persentase pasangan berakte nikah (non- | 100 100 100 100 100
muslim) (%)
5 | Persentase kepemilikan kartu keluarga (%) | 100 100 100 100 100
6 | Persentase Kepemilikan Akte Kematian (%) | 100 100 100 100 100
7 Informasi Administrasi Kependudukan (%) 71,70 85,50 95,50 99,00 99,00

Sumber: Dindukcapil, 2019

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari tahun
2014-2018 mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Jumlah Posyandu aktif sejak
tahun 2014 sd. 2017 sebanyak 1.225 buah, namun pada tahun 2018 bertambah 8 posyandu
menjadi 1.233 posyandu. Data Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 adalah pada tabel berikut.

Tabel 2.59
Perkembangan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No Indikator Kondisi Saat Ini
2014 2015 2016 2017 2018
1 PKK aktif (Unit) 309 309 309 309 309
Posyandu aktif (unit) 1.225 1.225 1.225 1.225 1.233
3 Persentase Posyandu Purnama Dan 46,85 47,75 47,75 46,6 59,7
Mandiri (%)
4 % Lembaga Kemasyarakatan, 100 100 100 100 100
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No Indikator Kondisi Saat Ini
2014 2015 2016 2017 2018

Lembaga Adat yang telah
diberdayakan (%)

5 % Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 100 100 100 100 100
Aktif(%)

6 % swadaya masy thd program 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
pemberdayaan masy (%)

7 Pemeliharaan pasca program 100 100 85 85 85
pemberdayaan masy (%)

8 %kadesyg telah mengikuti pelatihan 100 100 100 100 100
penyelenggaraan pemerintahan desa
(%)

9 Pembangunan kawasan pedesaan 0 1 1 1 2

10 | Badan kerjasama antar desa 13 13 13 13 19

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Keluarga Berencana

Kabupaten Rembang dalam upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk turut
mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Total Fertility Rate Kabupaten
Rembang tahun 2015 berdasarkan hasil susenas sebesar 2,07. Angka tersebut menunjukan
jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa

reproduksinya.

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari pembangunan
keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada peningkatan kesertaan ber-KB
serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peserta KB aktif di Kabupaten
Rembang pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif. Pada tahun
2014 jumlah peserta KB aktif mengalami kenaikan, namun mulai tahun 2015 sampai dengan
tahun 2018 secara umum mengalami penurunan yaitu sebesar 83,57% di tahun 2015 dan

sebesar 80,02 % di tahun 2018.

Tabel 2.60
Peserta KB Aktif di Kabupaten Rembang Tahun 2014- 2018
Tahun Jumlah PUS Peserta KB aktif Persentase
2014 135.081 111.777 82,75
2015 132.422 110.660 83,57
2016 124.537 112.121 83,34
2017 137.874 115.959 84,11
2018 135.480 108.389 80,02

Sumber: Dinsos PPKB, 2019
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Tahun Peserta PESERTA KB MKIJP
KB aktif IUD MOW MOP IMPLAN JUMLAH %
2014 111.777 2468 2293 382 11902 17045 15,25
2015 110.660 2597 2173 347 13260 18377 16,61
2016 112.121 2805 2225 323 14781 20134 17,96
2017 115.959 3085 2300 304 17103 22792 19,66
2018 108.389 3.084 2.187 289 16.997 22.557 20,81
Sumber: Dinsos PPKB, 2019
Tabel 2.62

Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 — 2018

No Tahun Jumlah PUS Jumlah (Orang) | Unmet Need KB (%)
1 2014 135.081 10.676 7,90

2 2015 132.442 9.075 6,85

3 2016 134.537 9.004 6,76

4 2017 137.874 9.562 6,94

5 2018 135.460 13.286 9,81

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

Peningkatan ketahanan keluarga sangat ditentukan pada peran aktif Tribina yang
terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia
(BKL). Keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 75,42 % menjadi sebesar 99,54 % di
tahun 2018. Sedangkan keaktifan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Kelompok
Lansia (BKL) pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya
yang menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan
keluarga bagi remaja dan lansia.

Tabel 2.63
Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2014 — 2018

BKB BKR BKL

Tahun ; . .
Jumlah aktif % Jumlah aktif % Jumlah aktif %

2014 594 448 75,42 266 234 87,97 267 232 86,89
2015 427 418 97,89 231 229 99,13 235 234 99,57
2016 420 419 99,76 250 250 100,00 252 252 100,00
2017 434 434 100,00 262 262 100,00 263 263 100,00
2018 434 432 99,54 262 260 99,24 265 261 98,49

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
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Sejahtera (UPPKS) memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola
modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis
pasar bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dalam rangka mengurangi
keluarga pra sejahtera/keluarga miskin sekaligus memantapkan keikutsertaan masyarakat
ber-KB. Jumlah kelompok UPPKS yang aktif dari tahun 2014 cenderung menurun yaitu
sebanyak 252 kelompok menjadi 138 di tahun 2018. Meskipun Jumlah kelompok UPPKS yang
aktif mengalami penurunan, namun persentase keaktifannyaa cenderung mengalami
peningkatan yaitu sebesar 68,48 % di tahun 2014 menjadi 95,17 % di tahun 2018.
Tabel 2.64
Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) Tahun 2014 - 2018

Tahun Kelompok UPPKS
Jumlah Aktif %
2014 368 252 68,48
2015 203 192 94,58
2016 241 162 67,22
2017 145 141 97,24
2018 145 138 95,17

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

b) Keluarga Sejahtera

Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera | di Kabupaten
Rembang pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 54,96
persen dan pada tahun 2018 sebesar 51,13 persen. Perkembangan Pelaksanaan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.65
Perkembagan Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2014-2018

Tahun
No Indikator 2014 2015 2016 2017 | 2018
1 | Total fertility Rate (TFR) 1,86 2,07 2,05 2,07 2,07
2 Rasio akseptor KB /1000 PUS 827,48 825,23 837,05 841,11 800,2
3 | Cakupan perserta KB aktif (%) 100 100 100 120,89 | 123,04
4 Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya 3,46 3,68 3,22 1,56 1,55
dibawah usia 20 th
5 Cakupan PUSyg ingin ber-KB tdk terpenuhi 7,83 6,93 6,73 6,94 9,81
(Unmet Need)
6 | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 35 35 34 32 32
15-19 th) per 1000 perempuan usia 15-19
tahun
7 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi 82,75 83,57 83,61 84,11 80,02
perempuan menikah usia 15-49 (semua
cara dan cara modern)
8 | Angka Drop out KB 14,19 13,62 12,08 8,72 7,27
9 | Cakupan penyediaan informasi data mikro 100 100 100 100 100
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Tahun

No Indikator 2014 2015 2016 2017 | 2018
keluarga di setiap desa/kelurahan

10 | % Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga 54,96 54,64 51,94 50,46 51,13
Sejahtera | (%)

11 | Ratio PLKB / penyuluh Keluarga Berencana 4,39 4,52 4,98 4,98 6,12
(PLKB/PKB)

12 | Ratio PPKBD 100 100 100 100 100

13 | % kecamatan memiliki fasilitas pelayanan 100 100 100 100 100
konseling remaja

14 | Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKSyg 92,21 91,12 91,64 92,47 90
berkB

15 | Cakupan anggota bina keluarga baita (BKB) 91,97 92,12 89,89 89,56 100
ber-KB

16 | Cakupan Peserta KB Aktif MKIJP 15,25 16,61 17,96 19,65 20,81

17 | Cakupan Peserta KB Aktif Pria 1,14 1,14 1,14 1.21 1,11

18 | Cakupan Tribina 91,42 83,80

Sumber: Dinsos PPKB, 2019

i. Perhubungan

Kabupaten Rembang merupakan wilayah mempunyai arus lalu lintas yang cukup
padat, dilalui jalan arteri primer antara Jakarta-Surabaya yang merupakan jalur
perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang. Kondisi jalur lalu
lintas sering menimbulkan kemacetan khususnya di kawasan-kawasan yang dilewati secara
langsung oleh jalan utama pantura.

Kebijakan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Rembang diarahkan
pada upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan,
meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum, meningkatkan pengawasan dan
pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, meningkatkan peranan swasta dalam
rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, pengembangan infrastruktur
perhubungan di kawasan pesisir. Di bidang layanan perhubungan, untuk memperlancar
kegiatan transportasi pada simpul-simpul jalur transportasi disediakan fasilitas terminal.
Berdasarkan jenis angkutannya maka terminal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Terminal angkutan penumpang
2. Terminal angkutan barang

Terminal yang tersedia di Kabupaten Rembang berdasarkan SK Bupati No.551-
4/0984/2016 terdiri dari tujuh terminal kelas C yang menghubungkan wilayah perkotaan
dengan wilayah perdesaan di Kabupaten Rembang, yaitu Rembang, Lasem, Sulang, Gunem,
Sarang, Pamotan, dan Sumber. Dari tujuh terminal tersebut ada dua terminal yang potensial
ditingkatkan statusnya menjadi terminal tipe B maupun terminal tipe A sesuai dengan
lokasinya yang berada di jalur arteri sehingga fungsinya dapat melayani kendaraan
penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan antar kota
dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Terminal yang
potensial untuk ditingkatkan statusnya sesuai dengan rencana tat ruang wilayah dalah
Terminal Rembang menjadi tipe A dan Terminal Lasem menjadi tipe B. Sampai saat ini
pelayanan terminal di Kabupaten Rembang sudah berfungsi sesuai dengan peruntukannya,
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meskipun masih memerlukan perbaikan. Sejak tahun 2014 belum ada perbaikan yang cukup
signifikan untuk merevitalisasi terminal tipe C. Perbaikan hanya berupa pemeliharaan rutin
terminal sehingga kinerja terminal dari tahun 2014 tetap dan tidak mengalami peningkatan
maupun penurunan.

Selain angkutan umum dan kendaraan pribadi, di Kabupaten Rembang juga
banyak dilintasi kendaraan angkutan barang. Angkutan barang ini sangat berkontribusi
terhadap kerusakan jalan dan jembatan, serta kemacetan lalu lintas. Selama ini kontrol
terhadap angkutan barang masih kurang, masih banyak angkutan barang yang membawa
muatan melebihi daya angkut yang ditetapkan, dimana kewenangan dimiliki oleh Provinsi
Jawa Tengah. Banyak pula angkutan barang yang berhenti di pangkalan truk ilegal di Desa
Manggar, Sumbersari Kragan, Lasem, Pancur, dan Wuwur. Selain itu banyak pula yang
berhenti di sembarang tempat, sehingga menghambat arus lalu lintas jalan raya. Dengan
melihat kondisi tersebut, diperlukan peningkatan pelayanan terhadap angkutan barang
dengan melakukan pengontrolan beban muatan angkutan barang, khususunya angkutan
barang yang melalui jaringan jalan Kabupaten Rembang kelas Il dan kelas lll. Selain itu,
diperlukan pula pengembangan rest area atau pool truk yang dapat dimanfaatkan sebagai
tempat istirahat pengendara angkutan barang. Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di
Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Perkembangan Pelaksanaan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Tahun
No Uraian keterangan
2014 2015 2016 | 2017 | 2018

1 Persentase terminal tipe C dalam 71,42 71,42 71,42 | 71,42 | 71,42 | terminal tipe ¢ dim
kondisi baik (%) kondisi baik jml 5,
dr 7 terminal tipe C

2 | Tersedianya Terminal Angkutan 70 70 70 70 70
penumpang pd setiap kab/ kota yg
telah dilayani angkutan umum dim

trayek

3 peningkatan fasilitas parkir mobil 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
barang

4 %sarpras perhubungan dim kondisi 85 85
baik

5 | jumlah  angka kecelakaan di 418 408 470 456 391 | data dari Satlantas
kabupaten rembang (kali)

6 cakupan ketersediaan halte bus pada 2 2 2 3 5 2018 tambah 2 unit
jaringan trayek

7 ketersediaan rambu rambu lalu 67 67 67 67 67 2015-2018 tdk ada
lintas (%) penambahan

8 persentase pemenuhan fasilitas
perlengkapan jalan

rambu (%) 67 67 67 67 67 2015-2018  tidak
ada penambahan

Marka(%) 63 65 6.3 23 11 terpasang/kebutuh
an 10.000 *100
(2016-2018)

guardrill (%) 35 35 35 35 11,6 | terpasang/kebutuh
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Tahun
No Uraian keterangan
2014 2015 2016 | 2017 | 2018
an 1232 *100
(2016-2018)
LPJU (%) 5 5 5 1.056 | 5.25 | terpasang/kebutuh
an 13350 *100
(2016-2018)
APPIL (%) 19 36 34,7 37,1 42,9 | satuan unit Alat
Pemberi Isyarat
Lalulintas (IPPL)
9 kelas akreditasi dari tempat uji n.a n.a n.a C C
sesuai SPM
10 | tersedianya angkutan umum vyg 925 1014 1014 1102 1105
melayani wilayah yg telah tersedia
jaringan  jlintuk  jaringan jalan
kab/kota (unit)
11 | jml orang mll terminal/th/org 2.156.0 | 2.308. 897.9 | 875.1
71 680 44 43
12 | rasio izin perpanjangan trayek (kartu 64 68 61 69 0 Pindah ke
pengawasan per 1 th) DPMPTSP naker
2018
13 | Jumlah uji kendaraan bermotor 6436 6936 7705 | 8290 | 8903
wajib uji (unit)
14 | jumlah kendaraan yang telah | 10616 11616 | 8196 | 9779 | 7864
melakukan uji (unit)
15 | lama pengujian kelayakan angkutan 90 90 55 55 55
umum (KIR) (menit)
16 | biaya pengujian kelayakan angkutan | KI: Kl: Kl: Kl: Kl: Perda No 6 2010,
umum 30.000 30.000 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ganti tanda uji
Kll: Kll: 0 0 0 berkala Rp 5.000,
32.000 32.000 | Kll: Kl Kl ganti buku/
Klll: KIII: 32.00 | 32.00 | 32.00 | dokumen lain uji
35.000 35.000 | O 0 0 berkala Rp 8.500,
Kil: Kil: Kil: ganti label
35.00 | 35.00 | 35.00 | pemeriksaan emisi
1 2 3 gas buang/ uji asap
Rp 4.000, stiker
samping Rp 12.000
17 | % kendaraan umum yang memenuhi 90 98 90 95 98
ambang batas emisi gas buang (lulus
uji emisi) (%)
18 | % kendaraan umum yg berada dalam 94 94 99 98 99
kondisi laik jalan (%)

Sumber: Dinhub, 2019

NHD)

Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam jangka waktu tahun
2014-2018 mengindikasikan kecenderungan perbaikan, yang ditandai dengan meningkatnya
kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan, meningkatnya aksesibilitas pelayanan
angkutan umum, menurunnya angka pelanggaran serta meningkatnya peran swasta dalam
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rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan. Perkembangan Pelayanan Perhubungan
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.67
Perkembangan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No Indikator kinerja 2014 2015 2016 2017 2018
pelanggaran ijin trayek (kasus) 33 33 16 1 2
pelanggaran uji (kasus) 58 58 38 16 7

3 pelanggaran kendaraan bukan 0 0
peruntukannya (kss) 3 3 1
kendaraan bermotor wajib uji

4 (unit) 6.436 6.936 7705 8290 8903

5 if:;';raa” bermotor yang di uj 10.616 11.616 8196 9779 7864
6 | jumlah angkutan darat (unit) 925 1014 1014 1102 1105
7 iggig‘”mpa”g angkutan darat 2.156.071 | 2.156.071 897.944 | 875.143

Sumber: Dinhub, 2019

Kondisi pelayanan perhubungan terkendala dengan fasilitas alat uji yang masih
menggunakan sistem analog. Mulai tahun 2018 sudah mulai dilakukan modifikasi alat uji dari
sistem analog menjadi sistem digital sehingga mengurangi human error pada proses
pengujian. Kedepan untuk meningkatkan akreditasi tempat uji perlu ditingkatkan
penggunaan teknologi digital sesuai dengan standar yang diperlukan. Termasuk dalam upaya
pemantauan lalu lintas mengingat kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, ke depan akan
dikembangkan automated traffic control system. Sementara itu, perkembangan
penyelenggaraan urusan bidang perhubungan tahun 2018 diantaranya dapat diketahui dari
proporsi jumlah angkutan darat sebanyak 1.102 unit dan jumlah penumpang angkutan darat
sebanyak 875.143 orang. Sedangkan upaya untuk menurunkan tingkat gangguan lalu lintas
dilaksanakan dengan terus meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2014-2018.

Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.68
Perkembangan Fasilitas Perhubungan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

No Fasilitas Perhubungan 2014 2015 2016 2017 2018 Keterangan

1 | Rambu 60 x60 cm 40 40 40 40 40

2 | Rambu 90 x90 cm 90 90 90 90 90

3 | Rambu model F 14 14 14 14 14

4 | RPPJ kecil 1 muka 48 48 48 48 48

5 | RPPJ besar 1 muka 4 4 4 4 4

6 | RPPJ besar 2 muka 1 1 1

7 | Warning Light Pijar 13 19 0 0 0 Ganti LED

8 | Warning Light LED 11 11 0 0 6

9 | Traffic Light Pijar 3 3 0 0 0

10 | Traffic Light LED 1 0 1 1

NHD)
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No Fasilitas Perhubungan 2014 2015 2016 2017 2018 Keterangan

11 | Guardrill (m) 140 140 0 0 144

12 | LPJU LED 62 62 3497 141 702 2016 dari ESDM

13 | LPJU Solar Cell 12 12 0 0 0

14 | Marka (m2) 660 234 689 2300 1100 | Zebra Cross &
marka 1keg

15 | Zebra Cross 2 2 0 0

16 | Shelter 2 2

17 | Paku Jalan 282 282 0 0 0 blm prnah pngadan

Sumber: Dinhub, 2019

Program rekatifasi kereta api lintas Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang telah
tertampung dalam revisi Peraturan Menteri Nomor : 43 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Perkeretaapian Nasional, saat ini revisi tersebut masih dalam proses penetapan. Rencana
pembangunan trase Kudus — Pati Rembang diperkirakan antara tahun 2021-2030 sedangkan
untuk trase Cepu — Rembang diperkirakan antara tahun 2025-2030. Rencana reaktifasi
kereta api yang merupakan program strategis pemerintah pusat akan memberikan dampak
yang cukup signifikan termasuk dalam tataran transportasi lokal (Tatralok). Perlu dilakukan
penyesuaian-penyesuaian trayek angkutan dengan stasiun-stasiun yang ada di Kabupaten
Rembang sehingga seluruh angkutan penumpang dan barang dapat terkoneksi dan
terintegrasi dengan baik.

Pelabuhan Rembang eksisting merupakan pelabuhan pengumpan regional yang
merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah berada di Desa Tasik Agung
Kecamatan Rembang, yang secara keruangan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan
perikanan pantai pada Kawasan Sentra Perikanan Kabupaten Rembang. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai Pelabuhan
Pengumpul. Sedangkan Pelabuhan Tasik Agung Rembang walaupun berdasarkan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
hierarkinya sebagai pengumpan regional, namun kondisinya lebih layak sebagai pelabuhan
perikanan pantai.Pelabuhan tersebut sudah tidak dapat dikembangkan menjadi pelabuhan
umum sehingga diarahkan sebagai pelabuhan perikanan pantai. Sedangkan Pelabuhan
Rembang, mengingat berada pada posisi strategis di antara dua pelabuhan besar yaitu
Tanjung Mas (Semarang) dan Tanjung Perak (Surabaya), pada tahapan pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang, dikembangkan melalui pembangunan terminal Sluke sebagai
pelabuhan pengumpan yang kedepan sesuai dengan Masterplan Pelabuhan Republik
Indonesia diarahkan sebagai Pelabuhan Pengumpul. Pengembangan Pelabuhan Rembang
Terminal Sluke di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke diharapkan dapat menjadi pemicu
bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dengan membuka pintu gerbang akses transportasi laut
guna mengangkut arus barang komoditas dan hasil olahan hinterland Kabupaten Rembang
dengan peluang kegiatan antara lain:

- Mendorong pengembangan industri berbasis bahan galian tambang dan pengolahan
produk pertanian.
- Mengoptimalkan terminal pelabuhan niaga antar pulau dan ekspor impor.
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Penyediaan fasilitas terminal curah cair dalam rangka pengolahan dan distribusi minyak
Blok Cepu dan Blok Randugunting Rembang.
Pengembangan pelabuhan terintegrasi dengan pembangunan kawasan industri
Kabupaten Rembang.
Komunikasi dan Informatika

Perkembangan Pelayann Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang

Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.69
Perkembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Rembang
Tahun 2014-2018

N Indik Tahun
° ndikator 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018
1 Jumlah jaringan komunikasi 29 58 62 62 165
2 Jumlah penyiaran radio 13 13 14 14 14
3 Cakupan layanan SST 5.500 5.500 6.500 5.000 5.000
4 Jumlah aplikasi e-goverment di lingkup 15 20 20 20 22
pemda kab/kota
5 | % PD telah memiliki website (%) 86,97 86,97 100 100 100
6 Cakupan pengembangan & pemberdayaan 21 22 21 21 21
klp informasi masy di tk kec
7 Jml Pelaksanaan Diseminasi &
Pendistribusian Informasi Nasional Melalui: 2 2 2 2 2
Media massa(majalah,radio, teve); Na 11 1 1 1
Media baru spt website (media online);
Media tradisional seperti pertunjukan 1 1 1 1 1
rakyat; Media interpersonal spt sarasehan,
ceramah & lokakarya; Media luar ruang spt 1 1 - - -
media buletin, leaflet, booklet,
brosur,spanduk, & baliho. 2 2 2 2 2

Sumber: Dinkominfo, 2019

k.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun

2014-2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.70
Perkembangan Pelayanan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
. Tahun
No Indikator 2014 2015 2016 2017 2018
1 | Jml UMKM (unit) 39.363 39.363 39.173 39.632 39.830
2 | Jml LKM koperasi dan UKM (uniT) 275 279 284 286 289
3 | jml UMI'<M ygtlh me.nglkutl pameran 5 6 NA NA NA
promosi produk (unit)
4 | % koperasi aktif (%) 78,68 79,00 53,34 90,28 90,40
5 | % KSP/USP koperasi sehat (%) 32,00 35,00 22,60 67,57 69,59
6 | Cakupan bina kelompok UMKM 1.968 1.972 1.152 1.162 1.165
7 | Jml Wirausaha Baru (buah) 5.463 5.112 140 312 198

Sumber: Dinperindagkop dan UMKM, 2019
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Pada tabel diatas, koperasi dan UMKM Kabupaten Rembang pada Tahun 2018
cenderung meningkat, hanya 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan, yakni Jumlah
wirausaha baru pada Tahun 2017 sebesar 312 buah, di Tahun 2018 hanya 198 buah, capaian
yang kecil tidak menunjukkan kinerja yang buruk, karena jika dihitung total jumlah
wirausaha baru dari Tahun 2014 berjumlah 11.225 buah.

.  Penanaman Modal Daerah

Jumlah investasi proyek PMA/PMDN di Kabupaten Rembang pada tahun 2018
sebesar 7,173T, mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya 2017
sebesar 5,722 T. Meningkatnya jumlah investasi dan investor yang ada di Kabupaten
Rembang, memberikan multiplier effect kepada penyerapan jumlah tenaga kerja. Tenaga
yang terserap pada tahun 2017 sebesar 7.016 orang, mengalami peningkatan menjadi
sebesar 10.910 orang pada tahun 2018. Secara rinci Perkembangan Penanaman Modal
Kabupaten Rembang Tahun 2014 - 2018 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
. Tahun

No Indikator 2014 2015 2016 | 2017 | 2018

1 | Tersedianya informasi peluang usaha 1 profil 1 profil 1 profil 1 profil 1 profil
sektor unggulan investasi | investasi | investasi | invstasi | investasi

2 | Terselenggaranya fasilitasi pemdadim 3 3 1 2 0
rangka kerjasama kemitraan

3 | Terselenggaranya promosi peluang 3 3 3 4 2
penanaman modal kab

4 | Terselenggara sosialssi kebijakn 3 3 9 9 1
penanman modal kpdmasy dunia usaha.

5 | Jumlah investor berskala nasional 10 20 28 41 78
(PMDN/PMA)

6 | Nilai investasi 646,8 M 3,478 T 5172 T 5,28T 7,71 T

7 Terslenggaranya yan perijinan & 100 100 100 100 100
nonperijnan bid pennamn modal milyan
Terpadu Satu Pintudi bid Penanaman
Modal.

8 | Terselenggaranya bim pelksanan Keg 100 100 100 100 100
Penanman Modal kpd masyarakat dunia
usaha (%)

9 | Sistem Pelayanan Informasi & Investasi scr 100 100 100 100 100
Elektronik (SPIPISE) (%)

10 | % kerjasama dibidang penanaman modal 18,51 37,03 50 90 90
yg terlaksana (%)

11 | % PMA/PMDN diKab Rembang yg taat 60 65 55 82,79 82,79
aturan (%)

12 | Tenaga kerja lokal yang terserap pada 2.672 7.742 7.784 7.016 10.910
penanaman modal (orang)

13 | % pengaduan yan perijinan & investasi yg 95 95 100 100 100
ditindaklanjuti(%)

Sumber: DPMPTSPNaker, 2019
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m. Kepemudaan dan Olahraga

Selama kurun tahun 2011-2015 jumlah organisasi kepemudaan di Kabupaten
Rembang relatif tetap yaitu AMPI, KOSGORO, Rembang Bangkit Foundation, dan Gerakan
Pemuda Nusantara. Namun ada peningkatan pada Karang Taruna dan PPMI. Perkembangan
Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2.72
Perkembangan Data Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
S Tahun

No Jumlah Organisasi Kepemudaan 2014 2015 2016 2017 | 2018
1 | KNPI 1 1 1 1 1
2 | AMPI 1 1 1 1 1
3 | Pemuda Ansor 1 1 1 1 1
4 | Pemuda Muhammadiyah 1 1 1 1 1
5 | Pramuka 1 1 1 1 1
6 | KUPP/KWP (klp Wirausaha Pemuda) 22 22 22 22 22
7 KOSGORO 1 1 1 1 1
8 | Rembang Bangkit Foundontion 1 1 1 1 1
9 | Gerakan Pemuda Nusantara 1 1 1 1 1
10 | Puma Prakarya Muda Indonesia 1 1 1 1 1

Jumlah 31 31 31 31 31

Sumber: Dinbudpar, 2019

Di bidang keolahragaan, keikutsertaan kontingen Kabupaten Rembang dalam even
di tingkat karesidenan, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tahun 2018, medali di
even tingkat Karesidenan mendapatkan 187 medali, sedangkan di even tingkat Provinsi
mendapatkan 46 medali. Untuk tingkat nasional, kontingen dari Kabupaten Rembang belum
pernah mendapatkan medali.

Jumlah Sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan olah raga di
Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terdapat sarana dan
prasarana olah raga di Kabupaten Rembang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
utamanya untuk berbagai aktifitas olah raga; Sepak Bola, Basket, Volley, Bulu Tangkis dan
Renang, sedangkan GOR dapat dimanfaatkan untuk kegiatan serbaguna. Adapun
perkembangan jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Rembang dari tahun
2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga
di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018

Jumlah (unit)
No Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
2014 2015 2016 2017 2018
1 Lapangan Sepak Bola 252 252 252 252 252
2 Lapangan Basket 46 46 46 47 47
3 Lapangan Volley 276 276 322 322 324
4 Lapangan Bulu Tangkis 38 38 38 38 38
5 Kolam Renang 2 2 2 2 2
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Jumlah (unit)
No Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga
2014 2015 2016 2017 2018
6 | Gelanggang/Balai Remaja/Serbaguna 19 19 19 19 19

Sumber: Dinbudpar, 2019

Adapun Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Rembang Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.74

Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Rembang

Tahun 2014-2017

. Tahun
No Indikator 2014 2015 2016 | 2017
1 | Jumlah Pemuda (orang) 138.863 150.955
2 | Jml anggta pasukan paskibraka (org) 76 76 76 76
3 | Juml